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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL 
Kegiatan Penilikan Ke-4 pada PBPH PT Swadaya Perkasa 

Di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur 

 

a. Tanggal Audit : 25 Januari 2023 s.d. 1 Februari 2023 
b. Metode : Onsite Audit 
c. Kriteria Audit yang 

Digunakan 
: 1) Lampiran 1.3 Kepdirjen PHPLNo.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 

tentang Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HT 
2) Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HT 
 

I. IDENTITAS LPPHPL 

 

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 
2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN 
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda 
4. Nomor Telpon 

Email 
: 0541-747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU 
6. Tim Audit : a) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial / merangkap Ketua Tim Audit) 

b) Amin Pujiyanto, S.Hut (Auditor PHPL Prasyarat  & VLK Hutan) 

c) Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor PHPL Produksi) 

d) Mahardika Larasati, S.Hut (Auditor PHPL Ekologi) 

7. Pengambil 
Keputusan 

: Ir Kurnia, IPU 

 

II. IDENTITAS AUDITEE 

1. Nama Unit Manajemen : PT SWADAYA PERKASA 

2. Alamat Kantor : Wisma Indocement Lt. 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta Selatan 

3. Jenis Izin Usaha : Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan – Hutan Produksi (PBPH-HP) 

4. SK PBPH-HP  : No. 592/Menhut-II/2011 tanggal 11 Oktober 2011 

5. Luas dan Lokasi  : 17.925  Hektar di Kab. Berau  Prov. Kalimantan Timur 

6. Pengurus Perusahaan : Direksi (Eddy Sanusi) 

 Komisaris (Ieneke Santoso) 

7. Nama MR Auditee : Agus Woni Silvanto 
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PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-4 PHL 

 

1. Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian 

Waktu : 25 Januari 2023 

Tempat : Samarinda 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan 

BPHL Wilayah XI Samarinda. 

b) Hasil pelaksanaan koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 

13/1/2021, memuat saran dan masukan dari masing-masing instansi serta 

informasi tambahan lainnya terkait auditee. 

 

2. Pertemuan Pembukaan 

Waktu : 26 Januari 2023 

Tempat : Basecamp PT Swadaya Perkasa di Kab. Berau, Kalimantan Timur 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Dihadir MR dan personil PT Swadaya Perkasa yang ditugaskan mendampingi 

auditor. 

b) Auditee memahami dengan baik tujuan audit, kriteria audit yang digunakan dan 

ketentuan-ketentuan lainnya serta dapat melaksanakan audit sesuai timeline 

kegiatan audit yang ditetapkan. 

c) Pertemuan Pembukaan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form 

P01-3.11 Rev.1 13/1/2021. 

 

3. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 

Waktu : 26 - 30 Januari 2023 

Tempat : On-site / Lokasi areal kerja PBPH PT Swadaya Perkasa 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Pengumpulan data audit meliputi dokumen dan implementasinya di lapangan 

pada rentang waktu: 

- 1 (satu) tahun terakhir untuk indikator dan kriteria prasyarat, produksi, 

ekologi dan sosial standar penilaian kinerja PHPL; dan 

- 1 (satu) tahun untuk standar verifikasi legalitas Kayu 

b) Audit dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan 

secara sampling kesesuain fisik atau lokasi kegiatan dengan pelaporan. 

c) Bukti audit yang terverifikasi dan analisis kesesuiannya dengan norma 

kematangan/pemenuhan verifier serta nilai yang diberikan, dicatat 

menggunakan form checklist audit, masing-masing form P01-3.12.a 

(Prasyarat), P01-3.12.b (Produksi), P01-3.12.c (Ekologi), P01-3.12.d (Sosial), 

dan  P01-4b.09a (standar VLK). 

 

4. Pertemuan Penutupan 

Waktu : 30 Januari 2023 

Tempat : Basecamp PT Swadaya Perkasa di Kab. Berau, Kalimantan Timur 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Dihadir MR dan personil PT Swadaya Perkasa yang ditugaskan mendampingi 

auditor. 

b) Tim auditor menyampaikan hasil penilaian kinerja PHPL baik pada indikator dan 

kriteria standar kinerja PHPL maupun verifier penyusun standar VLK, beserta 

kesimpulan audit dan penerbitan Catatan Ketidaksesuaian nya.  

c) Auditee menyetujui hasil penilian beserta temuan ketidaksesuaianya, dan 

menandatangani dokumen:  

- Berita Acara Pelaksanaan menggunakan form P01-3.15; 

- Kesimpulan Audit menggunakan form P01-3.13; dan 

- Catatan Ketidaksesuaian menggunakan form P01-3.14. 
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5. Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian 

Waktu : 1 Februari 2023 

Tempat : Samarinda 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan 

BPHL Wilayah XI Samarinda. 

b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang 

diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan 

kegiatan sertifikasi selanjutnya. 

c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9  

 

6. Pengambilan Keputusan 

Tanggal : 15 Februari 2023 

Keputusan 

Penilaian 

 

: a) PT Swadaya Perkasa dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL dengan 

predikat SEDANG (nilai akhir kinerja PHPL mencapai 71,43% tanpa verifier 

dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK). 

b) Sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari (S-PHPL) PT Swadaya Perkasa 

dipertahankan sesuai masa berlaku, predikat dan ruang lingkup sertifikasinya.  
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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL 

1. STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HT 

A. KRITERIA PRASYARAT 

1. Indikator 1.1 :  

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI 

1. Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HT, Pedoman 

TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, 

Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja). 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Swadaya Perkasa memiliki dokumen legalitas perusahaan yang meliputi Akta No. 01 tanggal 

10 April 2001 mengenai pendirian perusahaan oleh Notaris Lenny Harlina, SH dan telah 

dicatatkan pada Kementerian Menkumham melalui Surat Menkumham No. C-01384 

HT.01.01.TH.2001 tanggal 30 Mei 2001, Akta Perubahan No. 59 tanggal 31 Maret 2022 oleh 

Notaris Wiwik Condro, SH. dan telah diberitahukan ke Kemenkumham sesuai Surat Menkumham 

No AHU-AH-01.09.0006754 tanggal 20 April 2022, Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA PT 

Swadaya Perkasa No. 9120104781363 tanggal 16 Juli 2019, Perubahan ke-1 tanggal 18 

November 2021, NPWP No. 02.031.667.5-211.000, Surat Izin IUPHHK-HT (PBPH) berupa Surat 

Keputusan Menteri Kehutanan No. 592/MENHUT-II/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Laporan No. 

TBT. 22/BPKH.IH/PBPH/6/2022 tanggal 9 Juni 2022, dokumen mengenai Perubahan 

Nomenklatur IUPHHK menjadi PBPH SK. No. 765/MenLHK/Setjen/HPL.3?9/2021 tanggal 13 

September 2021. PT Swadaya Perkasa memiliki kelengkapan dokumen legal dan administrasi 

tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pencapainnya. 

2. Verifier 1.1.2 : Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB). 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Swadaya Perkassa memiliki dokumen Laporan No. TBT.22/BPKH.IH/PBPH/6/2022 tanggal 9 

Juni 2022 yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan an. 

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (herban Heryandanan, S.Hut., MSc. 

Berdasarkan Laporan TBT tersebut diketahui bahwa penataan batas yang dilakukan oleh PT 

Swadaya Perkasa telah selesai 100 % atau Temu Gelang. 

Rencana dan Realisasi Penataan Batas : 

No Uraian 
Panjang Batas (m) 

Selisih (m) 
Rencana (m) Realisasi (m) 

1 Blok I 44.672,00 46.163,51 1.491,51 

2 Blok II 59.444,00 59.512,18 68,18 

Jumlah 104.116,00 105.675,69 1.559,69 
 

3. Verifier 1.1.3 : Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK) 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Penataan Batas PT Swadaya Perkasa telah temu gelang sebagaimana dimuat dalam Laporan No. 

TBT.22/BPKH.IH/PBPH/6/2022 tanggal 9 Juni 2022 dimana para pihak telah menanda tangani 

Berita Acara penataan batas, masih terdapat konflik batas (overlapping) dengan perusahaan 

perkebunan sawit PT Jabontara Eka Karsa seluas ± 217,21 Ha, juga terdapat klaim lahan oleh 

masyarakat seluas ± 1.114,44 Ha. PT Swadaya Perkasa telah melakukan upaya untuk 

menyelesaikan konflik secara terus-menerus mengacu kepada dokumen rencana, monitoring 

konflik batas dan upaya penyelesaian. 

4. Verifier 1.1.4 : Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal kerja. 

(Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable). 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Buruk 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat perubahan fungsi Kawasan hutan yang didasarkan pada Peta Kawasan Hutan Provinsi 

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-

II/2014), Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur sampai 

dengan Tahun 2017 (sesuai Keputusan Menteri LHK No. SK. 8109/Menlhk-Pktl/Kuh/ 

Pla.2/11/2018), Keputusan Menteri LHK No. SK. 254/Menlhk/Setjen/Pla.2/5/2018 dan No. SK. 

136/ Menlhk/Setjen/Pla.2/2/ 2019) seluas 1.607 Ha dari hutan produksi menjadi APL. Dalam 

dokumen RKUPH Periode 2022 – 2031 dimuat mengenai rencana penataan areal kerja yang 

meliputi areal kawasan lindung seluas 2.200 Ha dan areal budidaya seluas 15.725 Ha sehingga 

luas keseluruhan 17.925 Ha, termasuk di dalamnya APL.  Terkait adanya perubahan tersebut PT 

Swadaya Perkasa tidak melakukan perubahan perencanaan. 

5. Verifier 1.1.5 : Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar 

sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable). 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Swadaya Perkasa telah mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan 

tanpa izin berupa tumpang tindih dengan perkebunan kelapa sawit atas nama PT Jabontara Eka 

Karsa seluas ± 400 Ha selain itu juga telah mendata adanya penguasaan (klaim) lahan oleh 

Masyarakat Desa Batu Putih di Blok II dari KM 4 s/d KM 18 dan di Blok I seluas 133,44 Ha  tetapi 

tidak seluruhnya. 

6. Verifier 1.1.6  Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK 

 Bobot  Dominan 

 Nilai  Baik 

 Ringkasan 

Justifikasi 

 

 Di areal kerja PT Swadaya Perkasa terdapat konflik tenurial kawasan hutan seluas ± 1.106,44 Ha 

dengan rincian di Blok II seluas ± 573 Ha dikuasai masyarakat, tumpang tindih dengan kebun 

sawit PT Jabontara Eka Karsa seluas ± 400 Ha serta klaim lahan oleh masyarakat di Blok I seluas 

133,44 Ha, luas areal budidaya PT Swadaya Perkasa yang bebas konflik yaitu seluas 14.892 Ha, 

dengan demikian areal yang bebas konflik sebesar 92,52 %, terdapat upaya pemegang izin untuk 

menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mencapai penguasaan >80 

% 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.1 

: BAIK dengan nilai mencapai 81,48 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

2. Indikator 1.2 :  

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI 

1. Verifier 1.2.1 : Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta 

Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Swadaya Perkasa telah memiliki dokumen visi misi perusahaan yang ditetapkan dan 

ditandatangani oleh Direktur PT Swadaya Perkasa sesuai dengan SK No.  002/SP-HTI/DIR-

SK/JKT/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 dimana disebutkan visi yaitu “Menciptakan perusahaan 

pengelolaan hutan tanaman yang berkualitas produktif, memiliki keunggulan kompetitif dan 

dikelola secara professional dengan budaya usaha (corporate culture) yang mandiri berasaskan 

kelestarian (sustainability), keuntungan (profitability) dan kesejahteraan (prosperity)” sedangkan 

misi yaitu menyelenggarakan pengusahaan hutan tanaman yang berkualitas dan produkstif 

secara lestari, memupuk keuntungan yang berkelanjutan sebagai hasil terbaik dalam pengelolaan 

hutan tanaman, memberikan layanan baik kepada industri yang memanfaatkan hasil dari hutan 

tanaman, mengoptimalkan manfaat hutan bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar areal kerja, 

eningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan profesionalisme pengelolaan hutan tanaman 

dengan memenuhi peraturan perudangan dan persyaratan lainnya yang relevan, menjaga 

kelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya hayati dan ekosistemnya dan 

melaksanakan sistem manajemen lingkungan keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang 

terpadu sesuai standar dalam bidang masing-masing hingga kultur kerja. Visi misi telah 
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disosialisasikan kepada karyawan, mitra dan masyarakat. 

2. Verifier 1.2.2 : Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL. 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat implementasi pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan visi misi yang telah ditetapkan 

seperti telah melaksanakan penataan batas 100%, menyusun dokumen RKUPH dan RKTPH, 

melengkapi kebutuhan Ganis PH, melunasi pembayaran PSDH dan DR namun masih terdapat 

implementasi kegiatan yang tidak sejalan dengan visi misi seperti realisasi penanaman rendah, 

sarana dan prasarana Dalkarhutla belum memadai, jumlah personal pengamanan dan 

perlindungan hutan kurang dll.  

3. Verifier 1.2.3 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana 

kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ 

organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Swadaya Perkasa telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan yang memadai 

terdapat Sarjana Kehutanan sebanyak 3 orang sedangkan ketercukupan  Ganis PH sebanyak 6 

orang meliputi 1 orang Ganis PH Kurpet atas nama Agus Woni Silvanto, 1 orang Ganis PH 

Canhut atas nama Rudi Hartono, 1 orang Ganis PH Nenhut atas nama Heri Erawan, 1 orang 

Ganis PH Binhut atas nama Wasis Setiawan dan 2 orang Ganis PH PKB-R yaitu Doddy Rinata 

dan Yuni Rachmadillah.  Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan 

dan Ganis PHPL di lapangan tersedia pada bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai 

cakupan bidang Ganis PHPL > 80 %) yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya 

4. Verifier 1.2.4 : Peningkatan kompetensi SDM 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode audit tahun tahun 2021 dan 2022 PT Swadaya Perkasa mengadakan atau 

mengikut sertakan karyawannya dalam peningkatan SDM dengan tingkat realisasi peserta rata-

rata 89,15 %. Jenis pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM yang diselenggarakan sebagai 

berikut. 

 

No Jenis Pelatihan Rencana (org) Realisasi (org) % 

Tahun 2021 

1 Ganis PHPL 6 5 83,33 

2 Non Ganis 12 12 100,00 

Jumlah 18 17 91,65 

Tahun 2022 

1 Ganis PHPL 6 5 83,33 

2 Non Ganis 20 18 90,00 

Jumlah 26 23 86,66 

Pada periode tersebut PT Swadaya Perkasa tidak melakukan kegiatan peningkatan SDM terkait 

dengan tenaga profesional yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman yang saat ini telah 

dilakukan kegiatan pembibitan dan atau penanamannya berupa kelapa dan porang. 

5. Verifier 1.2.5 : Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan. 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Swadaya Perkasa memiliki dokumen ketenaga kerjaan terkait dengan Ganis PH yang meliputi 

Daftar Karyawan, Ijazah Pendidikan (PT, SMA, SMK Kehutanan dll), Surat Tanda Tamat 

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis PHPL oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, 

Bukti Transfer biaya Uji Kompetensi Ganis PH, Kartu Ganis PH, Surat Keputusan Kepala Balai 

Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda, Surat Penempatan Ganis PH oleh Direktur 
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PT Swadaya Perkasa, Surat Persetujuan Penempatan Ganis PH dari Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan melalui Sigsnishut, Kepesertaan BPJS Ketenaga kerjaan, Kepesertaan 

BPJS Kesehatan.  

Nilai Kinerja 

Indikator 1.2 

: BAIK dengan nilai mencapai  83,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

3. Indikator 1.3 :  

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan 

Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI 

1. Verifier 1.3.1 : Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Swadaya Perkasa memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan berupa Struktur Organisasi, 

Job Deskripsi, Daftar Karyawan. Pada periode peniliakn 4 tersedia SK Direksi PT Swadaya 

Perkasa No. 016/SP-HTI/DIR-SK/JKT/VI/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi IUPHHK-

HTI PT Swadaya Perkasa Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur tanggal 18 Juni 2019. 

Struktur Organisasi PT Swadaya Perkasa dilengkapi dengan jabatan dan personil yang tercantum 

dalam SK Direksi, dan terdapat Job Description yang relevan dengan sruktur yang berlaku saat 

itu. Pada tahun 2022 terdapat SK mengenai Struktur Organisasi PT Swadaya Perkasa yang 

disahkan pada tanggal 5 September 2022. Pada Struktur Organisasi tidak terdapat bagian PMDH 

dan personal penanggung jawabnya. Hal ini tidak sejalan dengan kerangka pengelolaan hutan 

lestari dimana salah satu kelesatarian yang dicapai adalah kelesatrian sosial. 

2. Verifier 1.3.2 : Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana. 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Sedang  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Swadaya Perkasa memiliki Sistem Infoermasi Manajemen yang didukung dengan tersedianya 

perangkat keras pendukung berupa Laptop 5 buah, CPU Komputer 1 unit, Printer Barcode 1 

buah, Printer 2 buah, Stavol 2 buah, UPS 2 buah, C-Sat (PSN) 1 unit, Wifi TP Link 1 unit, Chas 

Aki 1 unit, Printer 1 buah, Handphone 1 buah. Informasi Manajemen juga didukung dengan 

program (software) seperti MS Word, Excel, GIS dll). Terdapat penanggungjawab Forest 

Informastion Management (FIM) atas nama Yoga Eko Presetyo dengan jabatan Asisten FIM dan 

Pemetaan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PT Swadaya Perkasa No. 025/SP-

HTI/JKT/V/2022 tanggal 9 Mei 2022. Sejalan dengan perkembangan sistem informasi yang 

diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terjadi keterlambatan pelaporan 

akibat terbatasnya penanggungjawab informasi manajemen. 

3. Verifier 1.3.3 : Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan 

kepatuhan pengisiannya 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Swadaya Perkasa memiliki tenaga pelaksana Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK 

yang telah ditunjuk oleh direksi melipti SEHATI, SIGANISHUT, SIPONGI, SIPUHH Online dan 

SIPNBP serta SICAKAP, selama periode audit tenaga pelaksana SIM tersebut yaitu Operator 

SEHATI an. Sdri. Novita Ariani Sitorus berdasarkan SK. No. 014/SP-HTI/JKT/II/2021 tanggal 16 

Februari 2021, Operator SEHATI an. Sdri. Lulu Apiyanti Inas.berdasarkan SK. No. 022/SP-

HTI/JKT/IV/2022 tanggal 7 April 2022, Operator SIGANISHUT an. Sdri. Novita Ariani 

Sitorus.berdasarkan SK. No. 011/SP-HTI/JKT/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, Sub Operator 

SIGANISHT an. Sdri. Novita Ariani Sitorus berdasarkan SK. No. 012/SP-HTI/JKT/II/2021 tanggal 

16 Februari 2021, Operator BAP SIGANISHUT an. Sdri. Lulu Apriyanti Inas berdasarkan SK. No. 

009/SP-HTI/JKT/IX/2022 tanggal 5 September 2021, Sub Operator BAP  SIGANISHUT an. Sdri. 

Lulu Apriyanti Inas berdasarkan SK. No. 010/SP-HTI/JKT/IX/2022 tanggal 5 September 2021, 

Operator SIPONGI an. Sdri. Novita Ariani Sitorus berdasarkan SK. No. 015/SP-HTI/JKT/II/2021 

tanggal 16 Februari 2021, Operator SIPONGI an. Sdri. Lulu Apriyanti Inas berdasarkan SK. No. 

023/SP-HTI/JKT/IV/2022 tanggal 7 April 2022, Operator SIPUHH Online dan SIPNBP an. Ade 
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Irawan berdasarkan SK. No. 003/SP-HTI/JKT/I/2021 tanggal 22 Januari  2021,  Operator SIPUHH 

Online dan SIPNBP an. Sdr. Ade Irawan berdasarkan SK. No. 021/SP-HTI/JKT/IV/2022 tanggal 7 

April 2022 dan Operator SICAKAP an. Sdri. Lulu Apiyanti Inas berdasarkan SK. No. 024/SP-

HTI/JKT/IV/2022 tanggal 7 April 2022. Pelaporan yang disampaikan sebagian masih mengalami 

keterlambatan atau belum sesuai dengan ketentuan. 

4. Verifier 1.3.4 : Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya. 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Swadaya Perkasa memiliki Organisasi SPI dengan Ketua Pemeriksa Wiryadi Lukman 

beranggotakan Roby Alfadani (Aspek Prasayarat), Lulu Apriyanti I (Aspek Produksi), Vian Pradita 

(Aspek Ekologi), Moch Yogi H (Aspek Sosial) dan Ovi Anggraini (Aspek VLK). SPI telah 

melakukan audit, terdapat Laporan Internal Audit yang dibuat oleh TIM SPI Periode V Tahun 

2022 sesuai dengan Surat No. 005/KPPD-SPI/1/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang ditujukan 

kepada Direktur PT Swadaya Perkasa, dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi SPI diketahui 

bahwa kegiatan belum menyentuh permasalahan utama pembangunan HTI yaitu tercapainya 

pembuatan tanaman HTI (Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman), hal-hal yang masih 

menghambat pencapaian target RKT yang sangat rendah masih belum dijangkau oleh evaluasi 

dan monitoring yang dilakukan oleh SPI. 

 

5. Verifier 1.3.5 : Adanya Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan 

evaluasi 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan 

evaluasi berupa Laporan Internal Audit yang dibuat oleh TIM SPI Periode V Tahun 2022 

diantaranya pemasangan plang batas petak, pemasangan rambu-rambu jalan di area konsesi dan 

di blok RKT, survei lokasi/titik rawan longsor dan erosi adapun rekomendasi SPI yang belum bisa 

dijalankan diantaranya adalah pemasangan patok batas petak, belum terealisasinya kontraktor 

yang mengerjakan pembukaan lahan dan penanaman, kegiatan pemeliharaan tanaman belum 

dilakukan termasuk belum dilaksanakannya pembersihan gulma, sarana dlkarhutla belum 

dilengkapi, pada kegiatan social dokumentasi kegiatan belum lengkap dll. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.3 

: SEDANG dengan nilai mencapai  66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

4. Indikator 1.4 :  

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

1. Verifier 1.4.1 : Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan 

proses dan diseminasi isi kandungannya 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan RKT Tahun 2021 dan 2022 PT Swadaya Perkasa yang akan mempengaruhi hak-hak 

masyarakat setempat yaitu desa Tambudan telah disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan 

atas dasar informasi awal yang memadai, sesuai dengan Surat Perjanjian Kesepakatan Fee 

Produksi yang dibuat untuk RKT 2021 dan RKT 2022 dan ditandatangani oleh kedua pihak yang 

berkepentingan (Perusahaan dan Wakil Masyarakat) sedangkan untuk desa Kapuak dan 

Dumaring telah telah ada  kesepakatan mengenai besarnya fee kubikasi namun sosialisasi RKT 

pada periode penilikan tidak dilakukan.  

2. Verifier 1.4.2 : Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Sedang 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan CSR dan PMDH Tahun 2021 dan 2022 PT Swadaya Perkasa disosialisasikan kepada 

masyarakat desa Tambudan dan mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang 

memadai, sesuai dengan Surat Perjanjian Kesepakatan Fee Produksi yang dibuat untuk RKT 

2021 dan RKT 2022 dan ditandatangani oleh kedua pihak yang berkepentingan (Perusahaan dan 

Wakil Masyarakat) sedangkan untuk desa Kapuak dan Dumaring telah telah ada kesepakatan 

mengenai besarnya fee kubikasi serta pemberian honor pada aparat desa yang dilakukan setiap 

tahunnya namun sosialisasi RKT pada periode penilikan tidak dilakukan. 

 

3. Verifier 1.4.3 : Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Keberadaan kawasan lindung Tahun 2021 dan 2022 PT Swadaya Perkasa disosialisasikan kepada 

masyarakat desa Tambudan dan mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang 

memadai, sesuai dengan berita acara Sosialisasi Kawasan Lindung RKT 2021 dan RKT 2022 dan 

ditandatangani oleh kedua pihak yang berkepentingan (Perusahaan dan Wakil Masyarakat). 

Terkait lokasi RKT Tahun 2022 merupakan carry over dari tahun-tahun sebelumnya termasuk 

lokasi Kawasan lindung, maka keberadaan kawasan tersebut telah tersampaikan pada sosialisasi 

tahun sebelumnya.   

Nilai Kinerja 

Indikator 1.4 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

B. KRITERIA PRODUKSI 

5. Indikator 2.1 :  

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

  

1. Verifier 2.1.1 : Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh 

pejabat yang berwenang 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH HT PT Swadaya Perkasa  telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2022-2031 untuk 

Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2022 – 2031 dan dilenkapi dengan lampiran 

peta skala 1:50.000 yang telah disetujui dan disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 8874/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 31 

Desember 2021. Dengan rancana tata ruang seluas 17.925 Ha, dengan uraian sebagai berikut : 

• Kawasan lindung seluas 2.200 Ha 

• Areal Budidaya seluas 15.725 Ha, terdiri dari 

➢ Pemanfaaatan hasil hutan kayu budidaya (Hutan Tanaman) seluas 14.892 Ha 

➢ Sarana dan prasarana seluas 663 Ha 

➢ Perkebuanan seluas 170 Ha 

2. Verifier 2.1.2 : Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Implementasi penataan areal kerja berdasarkan tata ruang HTI di lapangan hanya sebagian tidak 

sesuai dengan RKUPHHK (≤50%). Untuk alokasi Blok RKTUPHHK-HT Tahun 2021 dengan kode 

V sesuai dengan dokumen RKUPHHK, ketidaksesuaian adanya kegatiatan Carry Over tahun 

sebelumnya. Dan penataan areal kerja untuk RKT 2022 sesuai baik luas atau letak/lokasi antara 
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RKT dan RKUPH periode tahun 2022-2031. Dan Penataan RKT 2023 sebagian sesuai dengan 

PAK dalam RKUPH periode 2022-2031, ketidaksesuain adanya adanya kegiatan Carry Over tahun 

2022. 

3. Verifier 2.1.3 : Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%). 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Tanda batas Blok dan Petak Kerja RKT hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan. 

Beberapa identitas yang terlihat jelas misalnya adanya plang batas blok RKT 2022 dan terdapat 

rintisan batas blok dan petak dengan cat berwarna merah dan terdapat plang batas petak dengan 

kayu berwarna putih. Beberapa identitas blok dan petak  yang tidak ditemukan di lapangan 

misalnya pal batas blok RKT dan pal pada petak corner RKT 2022. Sedangkan kegiatan penataan 

batas blok RKT 2023 tidak dapat terakses di lapangan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.1 

: SEDANG dengan Nilai mencapai 77,78 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

6. Indikator 2.2 :  

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem 

 

1. Verifier 2.2.1 : Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, 

ITSP, Risalah Hutan) 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Swadaya Perkasa telah Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem hutan dalam 

dokumen RKUPH periode 2022-2031 dimana data potensi berdasarkan data survey potensi pada 

areal hutan lahan kering sekunder . Dan terdapat data poetnsi pada kegiatan ITSP pada hutan 

lahan kering sekunder 3 (tiga) tahun  terakhir yaitu tahun 2021, 2022 dan 2023 beserta 

kelengkapan peta pendukungnya yaitu peta jalur survey dengan skala 1 : 58.446. Rekapitulasi 

data poetnsi berdasarkan kegiatan ITSP adalah sebagai berikut : 

• RKTPH-HTI Tahun 2021 rata-rata potensi tegakan total yaitu diameter 10 cm up sebanyak 

36,06 m3/ha dengan diameter 50 cm up sebanyak 22,36 m3/Ha 

• RKTPH-HTI Tahun 2022 rata-rata potensi tegakan total yaitu diameter sebanyak  24,837 

M3/ha dengan diameter 50 cm up sebanyak 14,470 M3/Ha. 

• RKTPH-HTI Tahun 2023 rata-rata potensi tegakan total yaitu diameter sebanyak  16.046 

M3/ha dengan diameter 50 cm up sebanyak 12,604 M3/Ha 

2. Verifier 2.2.2 : Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat 

volume) 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Buruk 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Swadaya Perkasa memiliki SOP Plot Sample Permanent No. PK/PRC-009 Revisi 0, berlaku 1 

Oktober 2022. PT Swadaya Perkasa mempunyai 2 seri PUP yaitu untuk jenis Akasia (Seri I) dan 

untuk jenis Sengon (Seri II) pada tanaman tahun 2018. Pengukuran PSP telah dilakukan pada  

tahun 2022 dan belum dilakukan pengukuran pada tahun 2019, 2020 dan 2021 . Hasil analisis 

PSP belum dilaporkan ke Dirjen PHL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.2 

: SEDANG dengan Nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 
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7. Indikator 2.3 :  

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan 

 

1. Verifier 2.3.1 : Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Swadaya Perkasa telah memiliki SOP tahapan sistem silvikultur THPB dan isinya belum 

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan teknis yaitu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan  No.8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 . lampiran X  . SOP yang tersedia mulai 

kegiatan PAK, Risalah Hutan, PWH, Pengadaan Bibit, Penyiapan lahan, Penanaman, 

Pemeliharaan, Pemanenan dan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan. Implementasi tahapan 

sistem silvkultur THPB sebagian tidak terimplementasikan dilapangan , misalnya tidak 

tercapainya kegiatan penanaman, penyiapan lahan dan pemanenan. 

2. Verifier 2.3.2 : Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH HT PT Swadaya Perkasa telah mempunyai data potensi tegakan tanaman berdasarkan data 

dalam plot PSP tahun 2022 untuk tanaman jenis akasia dan sengon dengan jumlah yang masih 

mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil dengan potensi antara 80-120 m3/Ha. 

3. Verifier 2.3.3 : Tingkat kecukupan potensi permudaan 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Buruk 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PBPH HT PT Swadaya Perkasa tidak memiliki data potensi permudaan tanaman, sehingga tidak 

dapat diketahui potensi permudaan tanaman per hektar.  

4. Verifier 2.3.4 : Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Untuk struktur tegakan pada PBPH-HT PT Swadaya Perkasa telah tersedia sebagian kelas umur 

lebih dari 50 % dimana yang tidak tersedia adalah kelas umur 6 dan 7  tahun tetapi sebaran luas 

tidak merata sampai masak tebang yaitu sebesar 10,81%. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.3 

: SEDANG dengan Nilai mencapai 61,90 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

8. Indikator 2.4 :  

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan  

 

1. Verifier 2.4.1 : Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Tersedia SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dengan nomor : PK/PRO-003 

berlaku efektif 1 Oktober 2022 tetapi isinya belum seluruhnya sesuai dengan karakteristik biofisik 
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 setempat dan belum seluruhnya terimplementasi di lapangan. Kegiatan micro planning belum 

dilaksanakan karena belum terdapat pemanenan hutan tanaman adapun pelaksanaan pemanenan 

pada hutan alam masih belum mencapai target sehingga masih terhambat dalam kegiatan 

penyiapan lahan untuk kegiatan penanaman. 

2. Verifier 2.4.2 : Limbah pemanfaatan hutan minimal 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Swadaya Perkasa memiliki data mengenai perhitungan faktor eksploitasi pada 

eksploitasi pada pemafaatan hutan alam, dengan membandingkan nilai LHP dan LHC tahun RKT 

2021 terhadap sampling 50 batang kayu dengan nilai FE sebesar 78%. Berdasarkan hasi 

perhitungan bahwa  Nilai FE tahun 2022 terhadap 200 batang sebesar 97 % . Sedangkan untuk 

perhitungan Fe pada pemanenan hutan tanaman belum dilakukan karena belum dilakukan 

pemanenan pada hutan tanaman 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.4 

: SEDANG dengan Nilai mencapai 77,78 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

9. Indikator 2.5 :  

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal 

kerjanya 

 

1. Verifier 2.5.1 : Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/ RTT) yang disusun berdasarkan 

rencana kerja jangka panjang (RKU/ RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas 

Prov, self approval). 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Swadaya Perkasa memiliki Dokumen RKTPH tahun 2021,2022 dan 2023. RKTPH-HT 

Tahun 2021 telah disahkan dan disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 

melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 

S22.110.1/11/Kpts/DK-II/2021 tanggal 12 Januari 2021. SK Berlaku sampai dengan 31 Juli 2021. 

RKTPH-HT Tahun 2022 telah disahkan dan disetujui oleh Direktur melalui Surat Keputusan 

Nomor 14/SP-HTI/RKTPH/JKT/IV/2022 tanggal 4 April 2022. RKTPH-HT Tahun 2023 telah 

disahkan dan disetujui oleh Direktur melalui Surat Keputusan Nomor 07/SP-

HTI/RKTPH/JKT/I/2023 tanggal 20 Januari 2023.  

PBPH PT Swadaya Perkasa mempunyai dokumen RKUPH-HT untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) 

Tahun Periode Tahun 2022 – 2031 dan lampiran peta skala 1:50.000 yang telah disetujui dan 

disahkan oleh Menteri Kehutanan melalui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor : SK. 8874/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. 

Dan dokumen RKT telah disusun berdasarkan dokumen RKU yang telah disahkan oleh pejabat 

yang berwenang. 

2. Verifier 2.5.2 : Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat peta kerja sesuai RKT 2022 dan 2023 dengan  peta RKU periode 2022-2031 yang 

disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / 

dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan 

lindung dan blok RKT. Terdapat Penggambaran areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung 

diantaranya Sempadan Sungai, KPPN, dan KPSL 
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3. Verifier 2.5.3 : Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ 

ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ 

bufferzone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan 

pengembangan) 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat implementasi  penataan batas areal untuk efektif produksi pada RKT 2022 berupa plang 

RKT dan batas petak di lapangan tetapi belum seluruhnya terlihat jelas di lapangan dan untuk 

RKT 2023 tidak dapat diakses di lapangan. Implementasi peta kerja berupa penandaan pada 

batas blok tebangan dengan areal yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung baru sebagian 

yang telah dilaksanakan di lapangan. Penandaan batas dengan kawasan lindung meliputi batas 

sempadan Sungai Dumaring dan KPSL. Realisasi penataan kawasan lindung sampai dengan 

tahun 2023 sepanjang 46,5 km dari rencana 85,49 km atau 54,39 %. 

4. Verifier 2.5.4 : Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka 

pendek  

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan 

tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang 

direncanakan. Realisasi luas tahun 2021 sebesar 41,66 % atau terealisasi seluas 1.682  Ha dari 

rencana 4.037,56 Ha , realisasi tebang 25,01 % atau 48.951,60 M3 dari target 195.712,33 M3. 

Dan Untuk tahun 2022 realsiasi volume sebesar 5.445,52 M3 dari target 51.069,47 M3 atau 

10,66 % dan realsiasi luas 404,20 Ha dari terget 2.057 Ha atau 19,65% 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.5 

: BAIK dengan Nilai mencapai 80,95 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

10. Indikator 2.6 :  

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi 

kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan 

kemampuan sumber daya manusia 

 

1. Verifier 2.6.1 : Kondisi kesehatan finansial 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Nilai likuiditas keuangan perusahaan PBPH PT Swadaya Perkasa tahun 2021 secara keseluruhan 

masih <100% yaitu 38,43 %, nilai solvabilitas keuangan perusahaan secara keseluruhan >100 % 

yaitu 118,49 % dan nilai Rentabilitas yaitu 17,81 % (positif).  Opini Auditor : Laporan keuangan 

menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca PT Swadaya Perkasa  tanggal 

31 Desember 2021. 

2. Verifier 2.6.2 : Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat 

sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit 

oleh akuntan publik). 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan data rencana dan realisasi kegiatan anggaran perusahaan Tahun 2021 dan 2022 

diketahui bahwa realisasi alokasi dana pada periode audit teralisasi sebesar 80,24 % untuk tahun 



 

  

Form No.  P01-3.20  Rev.1 13/1/2021 14 

 

 
  
 

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

 2021, dimana rencana sebesar Rp.3.000.863.300 dan realisasi sebesar Rp.2.407.784.000 dan 

untuk tahun 2022 terealisasi sebesar 81,14% dari rencana sebesar Rp. 3.011.533.300 dan 

terealisasi sebesar Rp.2.443.572.000 namun Laporan audit keuangan yang ada belum sesuai 

dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh 

akuntan publik). 

3. Verifier 2.6.3 : Realisasi alokasi dana yang proporsional 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Buruk 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional untuk tahun 2021 sebesar 50%, 

dimana alokasi terbesar pada biaya perlindungan dan pengaman hutan, pengendalaian kebakaran 

dan pengamanan hutan dan research & develpoment yaitu 100% dan terkecil pada kegiatan 

persiapan lahan (50%) dan tahun 2022 alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak 

proporsional (> 50%) yaitu sebesar 62,50% dimana alokasi terbesar pada biaya perlindungan 

dan pengaman hutan, pengendalaian kebakaran dan pengamanan hutan , pendidikan dan 

pelatihan , dan research & develpoment yaitu 100% dan terkecil pada kegiatan persiapan lahan, 

dan penanaman (37,50%) 

4. Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan yang lancar 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Buruk 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Biaya kegiatan teknis kehutanan tidak lancar dibuktikan dengan realisasi penyiapan lahan dan 

penanaman yang belum mencapai target dan tidak sesuai dengan tata waktu dan karena kegiatan 

tidak sesuai dengan rencana sehingga terus menerus terjadi Carry Over kegiatan. 

5. Verifier 2.6.5 : Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan luasan ril penyiapan lahan sampai dengan Desember tahun 2022 seluas 2.726,81 

Ha dan target 3.362,34 Ha (penyiapan lahan)  atau 81,10%. Sehingga Realisasi kegiatan 

penanaman tanaman budidaya oleh PBPH PT Swadaya Perkasa  lebih dari 80% 

6. Verifier 2.6.6 : Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Buruk 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Realisasi penanaman pada tanaman berkayu/tanaman pokok  berdasarkan target RKT PH 

mencapai < 50% yaitu untuk tanaman pokok tahun 2021 mencapai 0,35 % (30 Ha) dan tahun 

2022 mencapai 4,09% (37,50 Ha). 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.6 

: BURUK dengan Nilai mencapai 52,38 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 
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C. KRITERIA EKOLOGI 

11. Indikator 3.1 :  

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan 

1. Verifier 3.1.1 : Luasan kawasan dilindungi 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Alokasi kawasan lindung PBPH PT Swadaya Perkasa telah sesuai dengan dokumen RKUPH PT 

Swadaya Perkasa tahun 2021 (periode 2022 s.d 2031) yang memiliki luas total sebesar 2.200 

Ha. Kawasan lindung ini terdiri dari sempadan sungai (1.112 Ha), KPPN (598 Ha), dan KPSL 

(490 Ha). Luas kawasan lindung mengalami perubahan dari alokasi sebelumnya, yakni luas 

sempadan sungai bertambah 62 Ha dari luas sebelumnya 1.050 Ha; luas KPPN bertambah 133 

Ha dari luas sebelumnya 465 Ha; serta areal bufferzone hutan lindung dan areal kelerengan peka 

erosi (>15%) tidak lagi dialokasikan sebagai kawasan lindung. Perubahan luas kawasan lindung 

ini disebabkan oleh penyesuaian areal serta identifikasi fungsi kembali sesuai kondisi saat ini. 

Berdasarkan hasil uji petik pada Sempadan Sungai Dumaring (1˚23’7,993” N 118˚9’22,240” E) 

dan areal KPSL (1˚23’7,993” N 118˚9’22,240” E), kondisi biofisik kawasan lindung masih baik 

sesuai fungsinya. KPSL merupakan areal karst dengan kelerengan curam dan tutupan lahan 

cukup rapat dengan dominasi tegakan hutan alam. Namun, sebagian besar areal Sempadan 

Sungai Sunggalit (1˚18’9,724” N 118˚21’19,964” E) telah mengalami perambahan oleh 

masyarakat dengan ditanami kelapa sawit, sehingga kondisi biofisik dan tutupan lahannya tidak 

sesuai dengan fungsi arealnya sebagai kawasan lindung. 

2. Verifier 3.1.2 : Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Panjang batas kawasan lindung di areal PT Swadaya Perkasa sesuai dengan RKUPH tahun 2021 

sebesar 85,49 km. Sampai dengan audit penilikan ke-4 S-PHL saat ini, areal kawasan lindung 

yang telah ditata batas di lapangan sebesar 46,50 km (54,39% dari panjang batas kawasan 

lindung). 

Berdasarkan hasil uji petik pada Sempadan Sungai Dumaring (1˚23’7,993” N 118˚9’22,240” E), 

terdapat papan nama kawasan lindung SS. Dumaring berwarna putih dari spanduk. Tanda batas 

kawasan lindung berupa patok ikat berwarna biru dan putih sedangkan untuk patok rintis berupa 

polet cat biru di batang pohon setinggi ±1,3 meter dari permukaan tanah. Sementara itu, pada 

Sempadan Sungai Sunggalit (1˚18’9,724” N 118˚21’19,964” E), terdapat papan nama kayu 

berwarna hijau dan tidak ditemukan batas rintis kawasan lindung. Selama periode 18 bulan 

terakhir, PT SWP belum melaksanakan pemeliharaan batas kawasan lindung pada KPPN dan 

KPSL.  

3. Verifier 3.1.3 : Kondisi penutupan kawasan dilindungi 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Swadaya Perkasa memiliki peta penafsiran citra satelit tahun 2021 (Mosaik Citra Sentinel-2 

Band 12-8-4 T50NPG Liputan 25 Agustus 2021, bekerjasama dengan PT Kurnia Sylva 

Consultindo). Berdasarkan hasil overlay peta penafsiran citra satelit terhadap kawasan lindung, 

tutupan areal kawasan lindung PT SWP sebagian besar masih didominasi tutupan berhutan 

dengan luas total sebesar 1.796,7 Ha (81,66%) yang terdiri dari belukar tua (484,5 Ha), hutan 

sekunder (1.273,9 Ha), hutan karst sekunder (21 Ha), dan hutan tanaman (akasia) sebesar 17,3 

Ha. Sementara itu, tutupan tidak berhutan sebesar 403,3 Ha (18,33%) terdiri dari semak (294,8 

Ha) dan hutan tanaman (sawit blok II) sebesar 108,5 Ha.  
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Berdasarkan hasil uji petik lapangan pada Sempadan Sungai Dumaring (1˚23’7,993” N 

118˚9’22,240” E), tutupan tajuk didominasi jenis-jenis tegakan alam setempat dengan kerapatan 

sedang. Areal KPSL (1˚23’7,993” N 118˚9’22,240” E) memiliki tutupan lahan cukup rapat dengan 

struktur tanah berupa hutan karst dan jenis tegakan-tegakan hutan alam dan LOA. Sedangkan 

pada Sempadan Sungai Sunggalit (1˚18’9,724” N 118˚21’19,964” E), sebagian besar tutupan 

lahan berupa perkebunan kelapa sawit. 

4. Verifier 3.1.4 : Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka 

verifier ini menjadi Not Applicable) 

Bobot : Dominan 

Nilai : N/A 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Areal PT Swadaya Perkasa tidak memiliki jenis kawasan lindung berupa ekosistem gambut, 

sehingga tidak terdapat pengelolaan ekosistem gambut dan verifier ini tidak dapat diterapkan 

(Not Applicable). 

5. Verifier 3.1.5 : Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Swadaya Perkasa memiliki 3 (tiga) desa binaan, yakni Desa Dumaring, Desa Capuak, 

dan Desa Tembudan. Dalam upaya mendapatkan pengakuan keberadaan kawasan lindung dari 

masyarakat, PT SWP telah mengadakan sosialisasi kawasan lindung pada perwakilan masyarakat 

Desa Tembudan. Sosialisasi kawasan lindung belum dilakukan pada masyarakat Desa Dumaring 

dan Desa Capuak. PT SWP juga belum melaksanakan sosialisasi kawasan lindung pada 

karyawan/kontraktor.  

Selama periode 18 bulan terakhir, berdasarkan data konflik yang didukung dengan observasi 

lapangan, diketahui sebagian besar areal Sempadan Sungai Sunggalit (1˚18’9,724” N 

118˚21’19,964” E) telah mengalami perambahan oleh masyarakat dengan ditanami kelapa sawit, 

pembangunan areal pemukiman, dan sarang walet. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian 

pihak belum mengakui keberadaan kawasan lindung yang seharusnya dijaga dan dipertahankan 

fungsinya. 

6. Verifier 3.1.6 : Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL  

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 18 bulan terakhir, PT SWP telah melakukan pengelolaan kawasan lindung. 

Adapun berita acara/laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tersedia diantaranya: 

1) Laporan Pembuatan dan Pemeliharaan Batas Kawasan Lindung Sempadan Sungai Dumaring 

tahun 2022; 2) Laporan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah tahun 2022; dan 3) Laporan 

Kawasan Pelestarian Satwa Liar Tahun 2022. PT SWP juga telah membuat dan menyampaikan 

Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I (Januari-Juni 2022) kepada Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Berau tanggal 1 Juli 2022 dan Laporan Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan Semester II (Juli-Desember 2022) pada tanggal 9 Januari 2023.  

Laporan pengelolaan kawasan lindung yang belum tersedia, diantaranya : Laporan penataan 

batas pada KPPN dan KPSL; Laporan identifikasi flora fauna dilindungi pada sempadan sungai; 

serta belum menyampaikan laporan pengendalian karhutla dan monitoring hotspot kepada Dinas 

Kehutanan atau instansi terkait secara langsung (sesuai kewajiban PermenLHK No. 

P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016). 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.1 

: SEDANG dengan nilai mencapai 74,07 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 
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12. Indikator 3.2 :  

Perlindungan dan pengamanan hutan 

1. Verifier 3.2.1 : Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Potensi gangguan-gangguan hutan yang terjadi di areal PBPH PT Swadaya Perkasa diantaranya 

kebakaran hutan, perambahan/ okupasi lahan/ perladangan berpindah, hama penyakit tanaman, 

dan gangguan terhadap flora dan fauna dilindungi.  

Selama periode 18 bulan terakhir, terdapat perubahan terhadap prosedur perlindungan dan 

pengamanan hutan, diantaranya: 1) SOP Pengendalian Penebangan Liar (No. PK/FP-013 tanggal 

20 September 2022). Prosedur telah menjelaskan secara rinci metode penanganan illegal 

logging melalui metode preemtif, preventif, dan represif. Namun, prosedur belum mengacu pada 

aturan terkait; 2) SOP Pengendalian Kebakaran Hutan (No. PK/FP-012 tanggal 20 September 

2022). Prosedur belum menjelaskan teknis pemantauan Papan Peringkat Bahaya Kebakaran 

(PBK) dan monitoring hotspot. Acuan belum didasarkan pada PermenLHK No. P.32 tahun 2016; 

dan 3) SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan (No. PK/FP-011 tanggal 20 September 2022). 

Prosedur ini telah menjelaskan mekanisme pengamanan dan perlindungan hutan dari gangguan 

perambahan hutan, illegal logging, pengamanan terhadap flora fauna dan ekosistemnya, 

gangguan penggembalaan liar, kebakaran hutan, dan hama dan penyakit tanaman. 

2. Verifier 3.2.2 : Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan ketentuan dalam PermenLHK No.P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, 

pengusahaan hutan tanaman dengan luas areal ≤20.000 Ha wajib memiliki min. 1 regu inti 

dalkarhutla (15 personil) dengan didukung sarana prasarana yang memadai. 

Berdasarkan Daftar Alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta P3K PT Swadaya Perkasa Tahun 

2022 yang didukung dengan uji petik lapangan, ketersediaan sarpras dalkarhutla masih kurang 

dari ketentuan, seperti gepyok 5 unit (kurang 3 unit); topi pengaman 10 unit (kurang 5 unit); 

ransel personil 10 unit (kurang 5 unit); baju pemadam/wearpack 1 unit (kurang 14 unit); pompa 

punggung 3 unit (kurang 7 unit). PT SWP juga belum menyediakan lampu kepala, masker anti 

asap, kacamata pengaman, kapak, garu tajam, garu pacul, dan sebagainya. Ketersediaan sarana 

prasarana security juga belum ada. 

Berdasarkan observasi pada gudang dalkarhutla (1˚23’3,140” N 118˚9’22,551” E), teridentifikasi 

sarpras dalkarhutla yang tersedia, diantaranya : gepyok 5 buah, baju wearpack 1 buah, gergaji 

kayu 2 buah, chainsaw 1 buah, pompa alcon 1 buah, tenda 2 buah, golok/parang, linggis, dan 

sarung tangan rajut (10 pasang). Selain itu, terdapat Papan Peringkat Bahaya Kebakaran (PBK) 

1 buah di Camp Batu Putih Km. 25 (1˚23’3,863” N 118˚9’22,007” E) dan Menara Api 

(1˚22’29,478” N 118˚9’45,738” E). Meskipun begitu, tinggi menara api lebih rendah daripada 

tajuk sekitar sehingga monitoring hotspot tidak bisa dilakukan dengan optimal karena jarak 

pandang yang terbatas.  

3. Verifier 3.2.3 : SDM perlindungan hutan 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: SDM perlindungan hutan dikategorikan menjadi 2 (dua), yakni personil dalkarhutla dan security. 

Sesuai ketentuan PermenLHK No. P.32 tahun 2016, pengusahaan hutan tanaman dengan luas 

≤20.000 Ha (luas PT SWP 17.925 Ha) wajib memiliki minimal 1 regu inti dalkarhutla (15 personil).  

Berdasarkan Struktur Organisasi Karhutla PT Swadaya Perkasa (per Januari 2023), regu 

dalkarhutla terdiri dari 1 regu inti (6 orang); regu pendukung dalkarhutla dari kontraktor 
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Hamparan dan Kalimarau (50 orang); serta regu perbantuan sebanyak 7 orang (MPA dari 

masyarakat Tembudan). Seluruh personil regu inti dalkarhutla belum memiliki 

kompetensi/pelatihan dari instansi terkait (Manggala Agni). Meskipun begitu, PT SWP telah 

mengadakan in-house training dalkarhutla pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan materi meliputi 

pengenalan sarpras karhutla, tupoksi tim dalkarhutla, dan simulasi kegiatan pengendalian 

karhutla. Sementara itu, personil security merupakan waker yang berasal dari kontraktor PT 

AKSA yang berjumlah hanya 1 personil dan belum memiliki kompetensi security (Gada Pratama). 

Selama periode 18 bulan terakhir, PT SWP belum bekerjasama dengan BKO (TNI/Polri/Brimob) 

dalam kegiatan pengamanan hutan. 

4. Verifier 3.2.4 : Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 18 bulan terakhir, PT SWP telah melakukan kegiatan perlindungan hutan melalui 

metode preemtif, preventif, dan represif. Metode preemtif dilakukan melalui sosialisasi kawasan 

lindung kepada masyarakat Desa Tembudan dan pemasangan plang perlindungan hutan. Metode 

preventif dilakukan melalui pengadaan prosedur, sarana prasarana dalkarhutla (penyediaan 

masih minim), pembentukan personil dalkarhutla, penyediaan peta rawan kebakaran, dan 

melakukan patroli pengamanan hutan (1x/bulan). Metode represif dilakukan melalui pelaporan 

pengendalian dalkarhutla melalui website SIPONGI (https://sipongi. menlhk.go.id/). 

Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang belum optimal diantaranya: 1) Belum 

melaksanakan pemantauan papan peringkat bahaya kebakaran (PBK/FDR); 2) Belum melakukan 

deteksi dini karhutla melalui menara api dan membuat laporan monitoring hotspot; 3) Belum 

menyampaikan laporan pengendalian karhutla ke Dinas Kehutanan dan instansi terkait; 4) 

Jangkauan kegiatan patroli pengamanan areal kurang merata; dan 5) Sosialisasi kawasan lindung 

belum dilakukan pada masyarakat Desa Capuak dan Desa Dumaring. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.2 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

13. Indikator 3.3 :  

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan 

1. Verifier 3.3.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan dokumen ANDAL PT Swadaya Perkasa (2010), dampak penting akibat kegiatan 

pemanfaatan hutan untuk tahap operasi kegiatan diantaranya kualitas udara ambien (debu, gas 

SO2, NO2, dan NO); laju erosi dan beban sedimen; kualitas air permukaan (S. Dumaring Bagian 

Hilir dan Hulu); dan tingkat kebisingan.  

Dalam upaya mencegah dan mengatasi timbulnya dampak diatas, PT SWP telah menyediakan 

beberapa prosedur, seperti : 1) SOP Pengukuran dan Pengolahan Data Erosi (No. PK/FP/HSE-

016 tanggal 1 Oktober 2022); 2) SOP Pengukuran Debit Air (No. PK/FP/HSE-011 tanggal 1 

Oktober 2022); 3) SOP Pengukuran Curah Hujan (No. PK/FP/HSE-010 tanggal 1 Oktober 2022); 

4) SOP Pengelolaan Limbah B3 (No. PK/FP/HSE-009 tanggal 1 Oktober 2022); 5) SOP KTA di 

Bekas TPn dan TPK (No. PK/FP/HSE-005 tanggal 1 Oktober 2022); dan sebagainya. Prosedur 

pengelolaan limbah B3 belum mengacu pada PP No. 22 tahun 2021 dan PermenLHK No. 6 tahun 

2021 terkait fasilitas, waktu, dan lokasi penyimpanan limbah B3. PT SWP belum menyediakan 

prosedur pemantauan kualitas air sungai dan biota air (plankton, benthos), prosedur pemantauan 

sedimentasi sungai, prosedur pemantauan kualitas udara ambient; dan prosedur pencegahan 

terhadap kebisingan. 



 

  

Form No.  P01-3.20  Rev.1 13/1/2021 19 

 

 
  
 

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

2. Verifier 3.3.2 : Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dalam menunjang kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air, PT SWP telah 

menyediakan beberapa sarana prasarana pendukung, diantaranya: 1) Stik ukur TMA Sungai 

Dumaring (1˚23’6,538” N 118˚9’22,524” E); 2) Stik erosi di Blok RKT 2022 (1˚20’16,6418” N 

118˚9’44,968” E); 3) Embung air (1˚20’20,52032” N 118˚9’45,629” E); 4) Persemaian di Camp 

Km. 25 (1˚23’3,599” N 118˚9’24,661” E); dan sebagainya. Sementara itu, secara teknis vegetatif 

belum terdapat realisasi penanaman pada areal terbuka, bekas jalan sarad, kanan-kiri jalan, 

maupun kawasan lindung. 

PT SWP belum memiliki gudang TPS Limbah B3 berizin dan belum bekerjasama dengan pihak 

ketiga dalam pengangkutan limbah B3. Ketersediaan sarpras gudang genset, bengkel, dan areal 

lain yang rawan tumpahan BBM belum didesain dengan standar bangunan yang sesuai, seperti 

dilengkapi oiltrap dan lantai kedap cairan. PT SWP belum menyediakan kain majun, sekam, 

ataupun pasir untuk pembersihan rutin dari tumpahan BBM. Pemasangan stik erosi belum 

dilakukan pada setiap kemiringan/ slope lahan dan pemasangan alat ukur tinggi muka air belum 

dilakukan di Sungai Sunggalit. PT SWP belum menyediakan TPA sampah dan tempat sampah 

belum didesain sesuai karakteristik/jenisnya (sampah organik, anorganik). 

3. Verifier 3.3.3 : SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air, PT Swadaya Perkasa telah 

memiliki staf/tenaga kelola lingkungan dengan jumlah total 3 personil. Seluruh personil ini belum 

mengikuti pelatihan terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.  

PT Swadaya Perkasa telah mempunyai GANISPHL-BINHUT sebagai personil yang berkualifikasi 

dalam kegiatan pengelolaan lingkungan, yakni atas nama Wasis Prawiro Setiawan, S.P (No. Reg. 

03220016261, persetujuan penugasan 111122044 tanggal 28 November 2022, masa berlaku 

penugasan 29 November 2022 s.d 29 November 2025). Meskipun begitu, personil ini memiliki 

jabatan sebagai manager operasional dan tidak menjabat secara langsung dalam kegiatan 

pengelolaan lingkungan, sehingga kecukupan kualifikasi personil kelola lingkungan masih kurang 

dari kebutuhan. 

4. Verifier 3.3.4 : Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT Swadaya Perkasa tertuang dalam 

Dokumen RKL tahun 2010. Selama periode 18 bulan terakhir, poin-poin implementasi 

pengelolaan dampak tanah dan air PT SWP diantaranya : 1) Pemberian pestisida disesuaikan 

dengan dosis dan tingkat curah hujan; 2) Belum tersedia kolam pengendapan (sediment pond) 

di areal persemaian serta perangkap sedimen (sediment trap) dan guludan/sodetan di bekas 

jalan sarad dan areal rawan erosi lainnya; 3) Belum ada kegiatan penanaman areal terbuka, kakija, 

dan bekas jalan sarad; 4) Pengecekan dan perawatan genset untuk meminimalisir emisi gas dan 

menempatkannya jauh dari pemukiman untuk mencegah kebisingan. 

Dalam kegiatan pengelolaan limbah domestik, PT SWP telah menyediakan tempat sampah 

dengan jumlah yang cukup di areal camp, namun tempat sampah belum dibedakan sesuai 

karakteristiknya (organik/anorganik). PT SWP belum memiliki gudang TPS Limbah B3 berizin dan 

belum bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan limbah B3 (sesuai kewajiban 

dalam PP RI No. 22 Tahun 2021). Ketersediaan sarana prasarana gudang genset, bengkel, dan 

areal lain yang rawan tumpahan BBM belum didesain dengan standar bangunan yang sesuai. PT 
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SWP belum melaksanakan pelaporan neraca limbah B3 sesuai kewajiban dalam PermenLHK No. 

6 tahun 2021 dan belum disampaikan ke instansi terkait. 

5. Verifier 3.3.5 : Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT Swadaya Perkasa tercantum dalam 

Dokumen RPL tahun 2010. Selama periode 18 bulan terakhir, PT SWP telah melakukan beberapa 

kegiatan pemantauan sesuai rencana, diantaranya pemantauan laju erosi tahun 2022 di TPn dan 

TPK blok RKT 2022; pemantauan debit air pada Sungai Dumaring bulan Juli – Desember 2022; 

dan pemantauan curah hujan bulanan. Kegiatan pemantauan ini belum dilaksanakan secara 

periodik.  

PT SWP belum melakukan pemantauan kualitas udara ambient (parameter debu; gas SO2, NO2, 

dan NO), pemantauan sedimentasi, pemantauan kualitas air permukaan, pemantauan tingkat 

kebisingan, dan pemantauan limbah B3 (neraca limbah B3) sesuai aturan PP RI No. 22 tahun 

2021. 

6. Verifier 3.3.6 : Dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan hasil pemantauan laju erosi pada tahun 2022, total laju erosi pada areal TPn adalah 

5,14 ton/ha/tahun sedangkan pada areal TPK sebesar 5,20 ton/ha/tahun. Nilai ini masih masuk 

dalam kategori Sangat Ringan karena total kehilangan tanah masih kurang dari 15 ton/ha/tahun. 

Sementara itu, berdasarkan hasil pemantauan debit air Sungai Dumaring menunjukkan bahwa 

debit air periode semester II tahun 2022 (bulan Juli – Desember 2022) rata-rata sebesar 1,39 

m3/detik. 

Ada/tidaknya dampak terhadap tanah dan air juga dapat dilihat melalui teknis pengelolaan limbah 

yang dilakukan, karena limbah merupakan faktor yang secara langsung menjadi penyebab 

adanya dampak negatif terhadap tanah dan air. Dalam pengelolaan limbah B3, PT SWP belum 

memiliki gudang TPS Limbah B3, belum bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan 

limbah B3 (sesuai kewajiban dalam PP RI No. 22 Tahun 2021), dan sarana prasarana yang rawan 

tumpahan BBM belum didesain dengan standar bangunan yang sesuai, seperti dilengkapi oiltrap 

dan lantai kedap cairan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.3 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

14. Indikator 3.4 :  

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam 

punah (threatened) dan endemik 

1. Verifier 3.4.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dalam kegiatan identifikasi flora fauna dilindungi, PT Swadaya Perkasa telah menyediakan SOP 

Identifikasi Flora Dilindungi (No. PK/FP/HSE-012 Terbitan 1, Revisi 0, Berlaku Efektif: 1 Oktober 

2022) dan SOP Identifikasi Fauna Dilindungi (No. PK/FP/HSE-013 Terbitan 1, Revisi 0, Berlaku 

Efektif: 1 Oktober 2022). 



 

  

Form No.  P01-3.20  Rev.1 13/1/2021 21 

 

 
  
 

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

Prosedur identifikasi flora dilindungi dilakukan melalui metode jalur berpetak dengan panjang 

jalur 10 x 20 meter. Setiap jarak 100 meter dilakukan pengamatan terhadap vegetasi pada 

berbagai tingkat strata. Prosedur identifikasi fauna dilindungi dilakukan melalui pengamatan 

jejak-jejak satwa. Prosedur telah menjelaskan hingga inventarisasi populasi flora dan fauna, yakni 

melalui perhitungan kerapatan, dominansi, frekuensi, INP, hingga indeks keanekaragaman jenis. 

Hasil identifikasi akan dilakukan pengkategorian status konservasi perlindungan flora sesuai 

Appendices CITES, IUCN Red List, dan PermenLHK P.106 tahun 2018. Prosedur telah 

mencantumkan dan mengadopsi aturan terkait lainnya.  

2. Verifier 3.4.2 : Implementasi kegiatan identifikasi 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Swadaya Perkasa telah melakukan identifikasi flora dilindungi di KPPN dan fauna 

dilindungi pada areal KPSL. Kegiatan identifikasi flora dilakukan pada setiap strata tegakan 

(semai, pancang, tiang, pohon), sedangkan identifikasi satwa dilakukan melalui metode 

perjumpaan langsung dan pengamatan jejak satwa. 

Hasil identifikasi telah diklasifikasikan status perlindungannya sesuai PP No. 7 tahun 1999, 

Appendices CITES, dan IUCN Red List. Namun, status perlindungan belum didasarkan pada 

PermenLHK P.106 tahun 2018. Hasil identifikasi flora telah dilakukan perhitungan inventarisasi 

vegetasi pada setiap strata tegakan, yakni tingkat kerapatan, kerapatan relatif, frekuensi, 

frekuensi relatif, dominansi, dominansi relatif, dan INP (Indeks Nilai Penting). Namun, hasil 

identifikasi fauna belum dilakukan inventarisasi populasi melalui perhitungan indeks 

keanekaragaman jenis dan indeks kelimpahan jenis sesuai yang diatur dalam SOP Identifikasi 

Fauna Dilindungi (No. PK/FP/HSE-013 tanggal 1 Oktober 2022).  

Nilai Kinerja 

Indikator 3.4 

: BAIK dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

15. Indikator 3.5 :  

Pengelolaan flora untuk : 

a) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 

b) Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. 

1. Verifier 3.5.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Swadaya Perkasa telah memiliki SOP Pengelolaan Flora Dilindungi (No. PL/FP/ HSE-014, 

Terbitan 1, Revisi 0, Berlaku Efektif: 1 Oktober 2022). Prosedur kegiatan pengelolaan flora 

dilindungi dilakukan melalui identifikasi flora dilindungi untuk kepentingan penetapan golongan 

jenis flora, survei dan pengamatan potensi jenis flora, pemantauan untuk mengetahui 

kecenderungan perkembangan populasi secara time series, pembinaan habitat dan populasi, 

tindakan penyelamatan jenis, sosialisasi, patroli areal kerja, dan sebagainya. Prosedur telah 

menjelaskan mengenai mekanisme pembuatan laporan hasil kegiatan. Prosedur telah mengacu 

pada PermenLHK P.106 tahun 2018, IUCN Red List (valid from Januari 2023), dan Appendices 

CITES terkait jenis-jenis yang dilindungi. 

2. Verifier 3.5.2 : Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Implementasi pengelolaan flora dilindungi PT Swadaya Perkasa selama periode 18 bulan terakhir 

diantaranya: 1) Melakukan penandaan pohon dilindungi; 2) Identifikasi dan inventarisasi flora 

dilindungi; 3) Pemasangan plang-plang larangan membakar hutan; 4) Sosialisasi kawasan 

lindung pada masyarakat Desa Tembudan; 5) Penandaan batas kawasan lindung; 6) Penyediaan 

prosedur, regu dalkarhutla, dan sarana prasarana pendukung. Kegiatan pengelolaan flora 

dilindungi yang belum dilakukan secara optimal diantaranya patroli pengamanan hutan yang 

belum menjangkau seluruh kawasan lindung, belum ada penanaman di areal terbuka, serta 

sosialisasi kawasan lindung belum dilakukan pada masyarakat Desa Capuak dan Desa Dumaring.  

3. Verifier 3.5.3 : Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan hasil wawancara Auditor Sosial (Ir. Wasis Kuncoro) dengan Nopianto (Wakil 

Lembaga Adat Desa Dumaring), Jamhari (Kepala Adat Kampung Capuak), dan Daniel Rangga 

(Tokoh masyarakat Desa Tembudan), diketahui bahwa awalnya memang terdapat masyarakat 

yang mengambil kayu di areal PT Swadaya Perkasa. Meskipun begitu, pada periode 18 bulan 

terakhir, masyarakat sudah jarang mengeksploitasi flora PT SWP karena beralih pada pekerjaan 

di perkebunan sawit. 

Menurut hasil observasi lapang pada SS. Sunggalit (1˚18’9,724” N 118˚21’19,964” E), areal 

kawasan lindung telah mengalami perambahan oleh masyarakat dengan ditanami kelapa sawit, 

sehingga kondisi biofisik, tutupan lahan, dan fungsi arealnya tidak sesuai sebagai kawasan 

lindung. Pada beberapa areal, ditemukan sisa-sisa gesekan (potongan) kayu jenis Ulin 

(Eusideroxylon zwagery) oleh masyarakat (seperti pada koordinat 1˚21’18,157” N 118˚7’40,127” 

E). PT SWP telah melakukan upaya untuk mencegah dan mengatasi gangguan flora melalui 

patroli pengamanan, sosialisasi, dan upaya penyelesaian konflik lahan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.5 

: SEDANG dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

16. Indikator 3.6 :  

Pengelolaan fauna untuk : 

a) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 

b) Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan 

endemik. 

1. Verifier 3.6.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan 

yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi PT Swadaya Perkasa didasarkan pada SOP Pengelolaan 

Fauna Dilindungi (No. PL/FP/HSE-015 tanggal Terbitan 1, Revisi 0, Berlaku Efektif: 1 Oktober 

2022). Prosedur pengelolaan fauna dilindungi diantaranya: 1) Pencegahan perburuan liar melalui 

sosialisasi kepada masyarakat dan karyawan serta pemasangan rambu larangan perburuan; 2) 

Monitoring spesies dilindungi secara rutin minimal 3 bulan sekali melalui identifikasi dan 

inventarisasi satwa; 3) Pembinaan habitat dan populasi melalui pembinaan padang rumput untuk 

makan fauna, penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung dan sarang fauna, pembuatan 

fasilitas air minum dan tempat berkubang satwa, dan sebagainya. Prosedur telah menjelaskan 

mengenai mekanisme pembuatan laporan hasil kegiatan. Prosedur telah mengacu pada 

PermenLHK P.106 tahun 2018, IUCN Red List (valid from Januari 2023), dan Appendices CITES 

terkait jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi. 

2. Verifier 3.6.2 : Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan 
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Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Implementasi pengelolaan fauna dilindungi PT Swadaya Perkasa selama periode 18 bulan 

terakhir diantaranya: 1) Sosialisasi kawasan lindung pada masyarakat Desa Tembudan; 2) 

Penandaan batas kawasan lindung; 3) Pemasangan plang larangan berburu; 4) Penyediaan 

prosedur, regu dalkarhutla, dan sarana prasarana pendukung; 5) Identifikasi fauna dilindungi di 

areal KPSL; dan 6) Penyediaan embung air sebagai lokasi minum satwa dan tempat berkubang 

satwa. 

Adapun kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang belum dilakukan sesuai prosedur, 

diantaranya: Frekuensi patroli pengamanan hutan masih minim dan belum menjangkau kawasan 

lindung KPSL dan KPPN; Belum ada inventarisasi fauna dilindungi untuk mengetahui kelimpahan 

populasi satwa; dan kegiatan monitoring fauna tidak dilakukan setiap 3 bulan sekali, melainkan 

hanya 1 tahun sekali. 

3. Verifier 3.6.3 : Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan hasil wawancara Auditor Sosial (Ir. Wasis Kuncoro) dengan Nopianto (Wakil 

Lembaga Adat Desa Dumaring), Jamhari (Kepala Adat Kampung Capuak), dan Daniel Rangga 

(Tokoh masyarakat Desa Tembudan), diketahui bahwa dulu memang terdapat masyarakat yang 

berburu fauna (babi, payau) di areal konsesi PT Swadaya Perkasa. Meskipun begitu, selama 18 

bulan terakhir, masyarakat sudah jarang mengeksploitasi satwa karena beralih fokus pada 

pekerjaan di perkebunan sawit. Menurut hasil observasi lapang diketahui sebagian besar areal 

Sempadan Sungai Sunggalit (1˚18’9,724” N 118˚21’19,964” E) telah mengalami perambahan 

oleh masyarakat dengan ditanami kelapa sawit, pembangunan areal pemukiman, dan sarang 

walet, sehingga fungsi arealnya tidak dapat lagi mendukung habitat satwa. PT SWP telah 

melakukan upaya untuk mencegah dan mengatasi gangguan satwa, yakni melalui patroli 

pengamanan, sosialisasi, dan upaya penyelesaian konflik lahan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.6 

: SEDANG dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

 

D. KRITERIA SOSIAL 

17. Indikator 4.1 :  

Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum 

Adat dan/atau Masyarakat Setempat 

  

1. Verifier 4.1.1 : Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, 

dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin 

Bobot : Dominan 

Nilai :  SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SWP memiliki beberapa dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, 

akan tetapi dokumen yang tersedia masih belum lengkap karena tidak tersedia dokumen/ 

laporan terkait pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar di areal PT SWP dan pengelolaannya, 

serta data sosial yang tersedia belum di up date. 

Sedang rencana pemanfaatan SDH oleh PT SWP tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HT periode 

Tahun 2012 - 2021 & RKUPH Periode Tahun 2022 - 2031; RKTUPHHK-HT Tahun 2021 & RKTPH 
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Tahun 2022 dan untuk rencana kelola sosial PT SWP memiliki Rencana Operasional (RO) kelola 

sosial namun belum dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan.  

2. Verifier 4.1.2 : Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan 

penyelesaian konflik batas kawasan 

Bobot : Dominan 

Nilai :  SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SWP telah memiliki mekanisme terkait penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara 

partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan dituangkan dalam SOP Tata Batas Partisipatif; 

SOP Deliniasi Batas Sosial dengan Masyarakat; SOP Penanganan dan Penyelesaian Klaim Areal; 

SOP Pemetaan Konflik Sosial.  

Hasil telahaan terhadap mekanisme yang tersedia, pada SOP tersebut yang bertanggung jawab 

kegiatan adalah Asisten PMDH, akan tetapi dalam Struktur Organisasi yang baru (terbit 20 

September 2022), tidak terdapat jabatan tersebut. 

Pada periode audit penilikan ke-4, tidak terdapat Implementasi Penataan Batas Partisipatif dan 

Penyelesaian konflik yang terjadi di lapangan. 

3. Verifier 4.1.3 : Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat 

setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SWP telah memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang tertuang dalam: SPO 

Identifikasi Hak-hak Masyarakat; Deliniasi Batas Sosial dengan Masyarakat; Pelaksanaan FPIC; 

Pelaksanaan Studi Dasar Sosial; Akses Masyarakat Terhadap Hutan; Pemanfaatan HHNK; 

Pemberian Dana Kompensasi dan Penerimaan Tenaga Kerja, serta telah diimplementasikan 

dalam Rekruitmen Tenaga Kerja, Pemanfaatan HHNK, Kesepakatan/MoU Kemitraan dengan 

masyarakat sekitar dan Program Kelola Sosial lainnya. 

Hasil telahaan terhadap mekanisme yang tersedia, pada SOP tersebut yang bertanggung jawab 

kegiatan adalah Asisten PMDH, akan tetapi dalam struktur organisasi yang baru (terbit 20 

September 2022), tidak terdapat jabatan tersebut. 

4. Verifier 4.1.4 : Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen 

dengan kawasan kehidupan masyarakat 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Di areal PT SWP terdapat beberapa wilayah adat dan secara administrasi masuk beberapa desa, 

akan tetapi baru sebagian yang telah dilakukan penataan batasnya secara partisipatif. Pada 

periode Penilikan ke-4 tidak terdapat tambahan kegiatan penataan batas partisipatif dengan 

kawasan kehidupan masyarakat (kondisinya masih sama seperti pada audit sebelumnya). 

Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia dan hasil observasi lapangan, PT SWP memiliki sebagian 

bukti terkait luas dan batas yang memisahkan secara tegas antara areal kerja perusahaan dengan 

kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat. 

5. Verifier 4.1.5 : Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-4, PT SWP dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah 

mendapat persetujuan dan dukungan dari  pihak Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah) hal ini dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK-HTI PT SWP, telah 

disetujuinya RKUPHHK-HTI Periode tahun 2012 – 2021 & RKUPH Periode Tahun 2022 - 2031 

dan RKTUPHHK-HTI PT SWP Tahun 2021 & RKTPH Tahun 2022, serta terdapat persetujuan dan 

dukungan dari sebagian masyarakat sekitar, dari 3 (tiga) desa binaan PT SWP (Kampung 
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Dumaring, Capuak dan Tembudan), akan tetapi bukti persetujuan dan sosialisasi yang tersedia 

hanya 1 (satu) desa saja yaitu desa/kampung Tembudan saja. 

Hasil Wawancara dengan Wakil masyarakat sekitar areal diperoleh informasi bahwa pada 

prinsipnya masyarakat mendukung terhadap kegiatan operasional PT SWP selama masih sesuai 

dengan kesepakatan yang telah dibuat dan sebagian masyarakat telah kerjasama dengan PT SWP 

sebagai tenaga kerja PKWT maupun tenaga borongan. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.1 

: SEDANG dengan nilai mencapai  66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

18. Indikator 4.2 :  

Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku 

1. Verifier 4.2.1 : Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SWP memiliki sebagian dokumen menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam SK IUPHHK-HTI, 

RKUPHHK-HTI Periode tahun 2012 – 2021 & RKUPH Periode Tahun 2022 - 2031, RKTUPHHK 

PT SWP Tahun 2021 & 2022, Rencana Kelola Sosial (dalam RKT dan dalam RO), Rincian kegiatan 

kelola sosial PT SWP Tahun 2021 & 2022. 

Hasil telaahan terhadap Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT SWP tahun 2021 & 2022, 

rencana kelola sosial yang ada dalam RO tidak sama dengan rencana kelola sosial yang ada 

dalam dokumen RKT, serta tidak dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan. 

PT SWP telah menyusun rencana tanggung jawab sosial PT SWP akan tetapi belum optimal dan 

belum terencana dengan baik. 

2. Verifier 4.2.2 : Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT. SWP memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap 

masyarakat dituangkan dalam : SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan; SPO Pemanfaatan 

HHNK dan Infrastruktur Perusahaan; SPO Pemanfaatan HHNK pada Kawasan Lindung; SPO 

Pemberian Dana Kompensasi dan SPO Persiapan Sosial Pengembangan Masyarakat dan telah 

diimplementasikan sebagian. 

Hasil telahaan terhadap mekanisme yang tersedia, pada SOP tersebut yang bertanggung jawab 

kegiatan adalah Asisten PMDH, akan tetapi dalam struktur organisasi terbaru (terbit 20 

September 2022), tidak terdapat jabatan tersebut. 

3. Verifier 4.2.3 : Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap 

masyarakat dalam mengelola SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-4, PT SWP memiliki bukti terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber 

Daya Hutan dan terdapat sebagian bukti BA Sosialiasi sebagai berikut : 

➢ BA Kegiatan Sosialisasi RKT 2021, Visi dan Misi Perusahaan, Kawasan Lindung dan CSR 

PT SWP kepada masyarakat desa Tembudan tanggal 17 Januari 2021 (dihadiri 65 

peserta), dilengkapi foto dokumentasi. 
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➢ BA Kegiatan Sosialisasi RKT 2022, Visi dan Misi Perusahaan, Kawasan Lindung dan Flora 

dan Fauna yang dilindungi kepada masyarakat desa Tembudan Kc. Batu Putih tanggal 5 

September 2022 (dihadiri 13 peserta), dilengkapi foto dokumentasi. 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, diperoleh informasi bahwa PT SWP telah 

melakukan Sosialisasi kepada sebagian masyarakat sekitar (1 desa dari 3 desa binaan) terkait 

Kegiatan operasional PT SWP Tahun 2021 dan Tahun 2022, dan PT SWP tidak menjelaskan 

secara khusus terkait rencana/program CD/CSR perusahaan yang akan dilaksanakan setiap 

tahunnya pada masing-masing desa binaan. 

4. Verifier 4.2.4 : Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial PT SWP Tahun 2020 - 2021 terhadap 

masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat 

meliputi : 

1. Biaya Kelola Konflik (Insentif/Honor Pengurus Adat, Kades dan Camat) 

2. Pembayaran Fee Kompensasi sesuai kesepakatan dan Pembayaran Fee 

Jalan/Logpond 

3. Bantuan Hari Besar Agama (Natal) desa sekitar 

4. Bantuan Acara Adat/HUT Kampung 

5. Bantuan Pembangunan Masjid 

6. Bantuan Perbaikan Jalan 

7. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Tahun 2022 (18 orang dari 65 karyawan) 

 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada dan hasil wawancara dengan responden,  PT SWP 

telah merealisasikan sebagian pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap 

masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat 

dalam pengelolaan SDH. Realisasi kegiatan kelola sosial PT SWP masih sangat minim dan baru 

dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat. 

 

5. Verifier 4.2.5 : Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SWP memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi tertuang dalam Realisasi Kelola Sosial PT SWP Tahun 2021 & 2022, 

Pembayaran Fee Kompensasi Produksi, Bukti Pembayaran Honor Kelola Konflik, Kuitansi 

Bantuan Hari Besar Agama/Acara Adat dan Bukti Bantuan Natal/Pembangunan Masjid. 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia PT SWP belum menyusun laporan kelola sosial 

yang dibuat secara periodik/semesteran dan dilaporkan kepada Instansi terkait (dilengkapi bukti 

tanda terima). 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.2 

: SEDANG dengan nilai mencapai   66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

19. Indikator 4.3 :  

Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak. 

 

1. Verifier 4.3.1 : Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang 

terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH 

Bobot : Dominan 
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Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SWP memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh 

aktivitas PT SWP tertuang dalam beberapa dokumen antara lain: Dokumen RKUPHHK-HT, 

Laporan Survei Sosial 5 (lima) Kampung sekitar (Tahun 2018), Daftar Tenaga Kerja, BA Serah 

terima Kegiatan Sosial dan BA Serah Terima Fee Produksi Kayu & Sewa Jalan dan Logpond. 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Swadaya Perkasa memiliki data dan 

informasi  terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, akan tetapi tidak lengkap. 

 

2. Verifier 4.3.2 : Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT. SWP memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dituangkan dalam : SOP Pembinaan Masyarakat 

Desa Hutan; SOP Pemberian Dana Kompensasi;  SPO Pola Kemitraan;  SPO Akses Masyarakat 

Terhadap Hutan; SPO Distribusi Manfaat dan SOP Pemanfaatan HHNK. 

Hasil telahaan terhadap mekanisme yang tersedia, dalam SOP tersebut yang bertanggung jawab 

kegiatan adalah Asisten PMDH, akan tetapi dalam struktur organisasi terbaru (terbit 20 

September 2022), tidak terdapat jabatan tersebut. 

Berdasarkan telaahan terhadap dokumen yang tersedia bahwa PT Swadaya Perkasa memiliki 

mekanisme yang  terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat, namun kurang lengkap. 

 

3. Verifier 4.3.3 : Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dokumen PT SWP terkait rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat tertuang dalam : RKUPHHK-HT Periode 2012 - 2021 & RKUPH 

Periode 2022 - 2031; RKTUPHHK-HA Tahun 2021 & 2022; Rencana Operasional Kelola Sosial 

Tahun 2021 & 2022; serta kesepakatan Kerjasama Kemitraan dengan masyarakat sekitar terkait 

Fee kompensasi dan kegiatan sosial. 

Hasil telaahan terhadap dokumen rencana kelola sosial yang terdapat dalam Rencana Opersional 

(RO) PT SWP Tahun 2021 & 2022 tidak sinkron dengan rencana kelola sosial yang tercantum 

dalam dokumen RKTUPHHK-HT/RKTPH-HT PT SWP Tahun 2021 & 2022. 

Hasil wawancara dengan petugas kelola sosial diperoleh informasi bahwa untuk kegiatan kelola 

sosial tahun 2021 & 2022 sebagian besar berupa Pembayaran Kelola Konflik (kepada Lembaga 

Adat, Kades dan Camat) serta bantuan berdasarkan proposal dari masyarakat sekitar yang telah 

mendapat persetujan dari pimpinan perusahaan sifatnya temporer. 

PT SWP memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi masyarakat, akan tetapi tidak lengkap dan kurang jelas. 

4. Verifier 4.3.4 : Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pendekatan Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi  PT SWP  

terhadap masyarakat sekitar : 

1. Dalam Realisasi Kelola Sosial PT SWP Tahun 2021 dan 2022 , atau sebesar 0 %. 
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2. Pemanfaatan kontraktor dari lokal, atau sebesar 50,00 % 

3. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Tahun 2021 dan 2022, atau sebesar 23,66 % 

4. Realisasi Tanaman Kehidupan Tahun 2021 & 2022, atau sebesar 0 % 

5. Pembayaran Fee Kompensasi sesuai dengan kesepakatan 

Nilai Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi  oleh PT SWP  

sebesar : 

         (0  + 50,00  + 23,66 +  0 ) %  :  4 =  83,66 : 4  = 20,91% ( < 50 %) 

 

5. Verifier 4.3.5 : Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT. SWP memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada 

para pihak  (Karyawan, Kontraktor, Masyarakat dan Pemerintah/Negara), yang dituangkan dalam 

Rekap Gaji Karyawan, Realisasi Kegiatan Kelola Sosial, Pembayaran Fee Kompensasi, 

Pembayaran Upah kepada Kontraktor/Borongan dan Pembayaran kewajiban kepada Pemerintah 

sesuai peraturan yang berlaku (seperti Pembayaran PBB, PPh 21, BPJS Ketenagakerjaan & BPJS 

Kesehatan dan DR/PSDH). 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.3 

: SEDANG dengan nilai mencapai 73,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

20. Indikator 4.4 :  

Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik  

1. Verifier 4.4.1 : Tersedianya mekanisme resolusi konflik 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SWP memiliki dokumen mekanisme resolusi konflik  tertuang dalam : SOP Penanganan dan 

Penyelesaian Klaim Areal; SOP Pemetaan Konflik Sosial; SPO Penanganan Klaim dan SPO 

Pengendalian Ladang Berpindah dan telah merujuk pada Perdirjen PHPL No. P.5/ 

PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016 (Lampiran 5 PermenLHK P.8 Tahun 2021) tentang Pedoman 

Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi 

sebagai referensi. 

Hasil telaahan terhadap mekanisme yang ada, dalam SOP disebutkan Penanggung Jawab 

kegiatan Penyelesaian Konflik adalah Assisten PMDH akan tetapi dalam Struktur Organisasi PT 

SWP tidak terdapat jabatan tersebut. 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat, PT SWP dalam menyelesaikan konflik di lapangan 

Pihak Perusahan selalu melakukan koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa yang melibatkan 

Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat sekitar, apabila terkait hukum melibatkan Muspika setempat 

dalam penanganan penyelesaian konflik. 

2. Verifier 4.4.2 : Tersedia peta konflik 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-4, PT Swadaya Perkasa telah menyusun Laporan Hasil Pemetaan 

Potensi dan Resolusi konflik, namun laporan yang ada masih belum sepenuhnya sesuai dengan 

Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016.  

Hasil telaahan terhadap laporan yang tersedia, laporan yang ada merupakan laporan yang dibuat 

pada tahun 2020 dan belum diperbaharui, serta dalam laporan tersebut tidak dilengkapi dengan 

langkah-langkah atau action plan penyelesaian konflik terhadap konflik yang ada, dan belum 

disampaikan kepada instansi terkait (dibuktikan dengan tanda terima). 



 

  

Form No.  P01-3.20  Rev.1 13/1/2021 29 

 

 
  
 

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

3. Verifier 4.4.3 : Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan SK Direktur PT SWP Revisi 02 Tanggal 5 September 2022 tentang Penetapan 

Struktur Organisasi PMDH (Penanganan Konflik) PT SWP. 

Dalam struktur organisasi tersebut Penanggung Jawab yang menangani Konflik di site adalah 

Manager Operasional dibantu Koordinator dan Wakil, serta mengikutsertakan Pihak Eksternal 

seperti Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pemerintah Desa, Muspika dan Instansi terkait lainnya 

dalam menangani kasus atau apabila ada konflik yang timbul. 

PT SWP tidak menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran secara khusus untuk penanganan 

resolusi konflik, apabila ada konflik/kasus di lapangan manager operasional mengajukan usulan 

dana untuk penyeleaian konflik sesuai kebutuhan. 

 

4. Verifier 4.4.4 : Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode Penilikan ke-4, Di areal PT SWP tidak terdapat konflik yang serius yang 

menyebabkan terganggunya kegiatan operasional, akan tetapi PT SWP tidak menyusun 

dokumen/Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sesuai Pasal 4 Perdirjen PHPL Nomor 

: P.5 Tahun 2016 dan belum menyampaikan kepada Intansi terkait secara rutin (setiap 

semester). 

Hasil wawancara dengan petugas dilapangan dan verifikasi dokumen,  di Blok I pada periode 

penilikan ke-4 terdapat klaim lahan oleh masyarakat seluas 133,44 Ha dan telah dilakukan 

identifikasi serta pendekatan secara persuasif dituangkan dalam Laporan Kronologis Klaim Lahan 

Masyarakat Di Areal Konsesi PT SWP, namun belum dibuat dalam bentuk Laporan Pemetaan 

dan Resolusi Konflik. Sedangkan di Blok II belum ada perkembangan terkait penanganan 

terhadap konflik yang ada (masih sama seperti pada penilikan sebelumnya). 

PT SWP memiliki sebagian dokumen terkait dengan proses penyelesaian konflik yang pernah 

terjadi, akan tetapi belum ditindaklanjuti dengan membuat laporan pemetaan dan resolusi konflik 

yang dibuat setiap semester. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.4 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

21. Indikator 4.5 :  

Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja 

 

1. Verifier 4.5.1 : Adanya hubungan industrial 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SWP telah memiliki Peraturan Perusahaan periode 2021 - 2023 yang telah disahkan oleh 

Disnakertrans Kab. Berau dengan No. KEP.560/020.4.KSK Tanggal 12 Juli 2021 (masa berlaku 

2 Tahun) dan telah disosialisasikan kepada karyawannya pada tanggal 17 April 2022 (dilengkapi 

daftar hadir).  

Di Lingkungan PT SWP belum terbentuk Serikat Pekerja akan tetapi Perusahaan telah 

mengeluarkan Kebijakan Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk 

membentuk dan atau mendirikan serta menjadi anggota Serikat Pekerja Perusahaan sesuai Surat 

Keputusan Direksi PT SWP Nomor: 001.c/SP-HTI/JKT/V/2018 tanggal 08 Mei 2018, mengenai 

kebebasan untuk membentuk Serikat Pekerja. 
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Implementasi Hubungan Industrial dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang 

ditandatangani oleh pihak Perusahaan dengan Karyawan bersangkutan pada saat baru masuk 

kerja sebagai karyawan Perusahaan. 

Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT SWP, diperoleh informasi bahwa PT SWP 

telah merealisasikan sekuruh hubungan industrial kepada karyawannya diantaranya seperti 

kebebasan berserikat, pembayaran gaji yang lancar diatas UMK Kab. Berau sesuai dengan 

perundangan yang berlaku. 

2. Verifier 4.5.2 : Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT  SWP telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya tertuang 

dalam PP PT SWP Periode Tahun 2021-2023 pasal 42 tentang Pendidikan & Pelatihan Karyawan 

dan SPO Pelatihan dan Pengembangan.  

PT SWP telah mengimplementasikan sebagian pengembangan kompetensi karyawannya dalam 

Realisasi Pelatihan Tahun 2021 sebesar 91,65 %, sedang Tahun 2022 Realisasi sebesar 86,66 

%. 

Berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi di lapangan, tenaga teknis/profesional yang ada di 

PT SWP masih sangat minim dan banyak terjadi perangkapan jabatan. 

Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT SWP memiliki 6 orang GANISPHPL terdiri dari Kurpet 

= 1, Canhut = 1 orang, Nenhut = 1, Binhut = 1 orang dan PKB-R = 2 orang, dan sesuai dengan 

ketentuan yang ada. 

3. Verifier 4.5.3 : Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SWP telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang telah dituangkan dalam dokumen 

Peraturan Perusahaan PT SWP Periode Tahun 2021 - 2023 Bab IV Pasal 11 - 15 tentang Penilaian 

Prestasi Kerja, Penempatan dan Rotasi Kerja, Promosi Kerja, Demosi, dan Penugasan Sementara 

dan SPO Prosedur Pengangkatan Karyawan 

Hasil Wawancara dengan Bagian HRD dan Wakil Karyawan diperoleh informasi bahwa pada 

periode penilikan ke-4, terdapat implementasi peningkatan jenjang karir terhadap karyawannya, 

berupa perubahan status dari karyawan kontrak menjadi karyawan tetap, akan tetapi tidak 

dilengkapi dengan proses penilaian karyawan sesuai prosedur yg ada. 

PT SWP telah memiliki dokumen standar jenjang karir kepada karyawannya, akan tetapi baru 

sebagian diimplementasikan. 

4. Verifier 4.5.4 : Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dokumen terkait Tunjangan Kesejahteraan Karyawan PT SWP tertuang dalam Peraturan 

Perusahaan (PP) PT  SWP periode 2021 – 2023, yang telah diatur dalam Bab IV - IX Pasal 21 - 

39.  

Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT SWP serta hasil observasi lapangan 

fasilitas kesejehateraan karyawan di Base Camp PT SWP, diperoleh informasi bahwa PT SWP 

telah mengimplementasikan sebagian tunjangan kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam 

Peraturan Perusahaan (PP) kepada karyawannya, seperti pembayaran gaji yang lancar tiap bulan 

dan diatas UMK Kab. Berau, pemenuhan fasilitas seperti kantor, mess karyawan, kantin/dapur 

umum, alat-alat safety, sedangkan fasilitas lainnya masih belum memadai, di bidang Kesehatan 

di Base Camp tidak dilengkapi Klinik Perusahan dan apabila ada karyawan yang sakit langsung 

dirujuk ke Puskesmas terdekat (di Talisayan atau Batu Putih), dan biaya ditanggung perusahaan. 
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PT Swadaya Perkasa memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang 

dalam Peraturan Perusahaan PT Swadaya Perkasa Periode 2021 – 2023,  namun baru sebagian 

diimplementasikan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.5 

: SEDANG  dengan nilai mencapai  75,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

E. STANDAR VLK HUTAN 

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan 

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK 

1 Verifier 1.1.1.a. : Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Swadaya Perkasa memiliki izin pemanfaatan hasil hutan kayu berupa Surat 

Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 592/MENHUT-II/2011 tanggal 11 Oktober 

2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman 

Industri kepada PT Swadaya Perkasa atas areal Hutan Produksi seluas ± 17.925 

Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Surat Keputusan 

ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia Zulkifli Hasan dan 

distempel, Surat Keputusan dilengkapi dengan Lampiran Peta Areal Kerja skala 1 : 

50.000. 

2 Verifier 1.1.1.b. : Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(IIUPHHK). 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Swadaya Perkasa memiliki dokumen Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri No. S. 1049/VI-BIKPP/2011 

tanggal 02 Desember 2011 untuk tagihan IIUPHHK-HT seluas ± 17.925 Ha di 

Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 46.605.000,00. PT 

Swadaya Perkasa telah membayar iuran IUPHHK-HT sesuai Surat Perintah 

Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri sesuai dengan bukti 

setor slip pembayaran melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 46.605.000,00 tanggal 23 

Desember 2011. Pembayaran IIUPHHK tidak mengalami keterlambatan bayar dan 

telah dibayarkan sesuai dengan nomor rekening di SPP. 

3 Verifier 1.1.1.c. : Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada) 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Sesuai hasil overlapping Peta Areal Kerja PBPH-HP PT Swadaya Perkasa (Lampiran 

SK PBPH-HP No. 592/MENHUT-II/2011 tanggal 11 Oktober 2011) dengan Peta Areal 

Kerja Perkebunan PT Jabontara Eka Karsa (Lampiran Peta SK. Menteri Kehutanan 

No. 643/Kpts-II/95) diketahui bahwa terdapat tumpang tindih antara areal PBPH-HP 

PT Swadaya Perkasa dengan areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Jabontara Eka Karsa 

seluas ± 400 Ha. Berdasarkan realisasi penataan batas temu gelang PT Swadaya 

Perkasa diketahui bahwa pada lokasi overlapping tersebut terdapat areal yang 

dikeluarkan karena sudah berubah fungsi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) 

seluas ± 182,79 Ha. Dengan demikian masih terdapat overlapping PT Swadaya 

Perkasa dengan PT Jabontara Eka Karsa yang masuk ke kawasan hutan di Blok II 

dari PT Swadaya Perkasa seluas ± 400 Ha.  
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PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang 

berwenang 

1 Verifier 2.1.1.a. : Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah 

disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 

a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan 

IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising 

dan/atau Canhut. 

b) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh 

pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 

c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Selama periode Penilikan 4 PT Swadaya Perkasa memiliki 2 (dua) buah dokumen 

RKU sebagai berikut : 

1. RKUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun 

Periode 2012 - 2021 yang telah disahkan dan disetujui melalui Keputusan 

Menteri Kehutanan No. SK. 52/VI-BUHT/2012 tgl. 1 Agustus 2012. Terdapat 

kelengkapan peta lampiran RKUPHHK-HTI  skala 1:50.000. Dokumen 

RKUPHHK-HTI ini tidak mengalami perubahan dengan dokumen yang 

diverifikasi pada penilikan  sebelumnya. 

2. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2022 – 

2031 PT Swadaya Perkasa telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 8874/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 31 Desember 2021.  

Berdasarkan dokumen RKUPH tersebut selama jangka waktu 10 tahun 

rencana kegiatan sbb : 

a. Penyiapan lahan dan penanaman : 

1. Jenis Akasia, Sengon, Jabon, Ekaliptus, Gmelina, Balsa daur 8 

tahun seluas ± 8.064 Ha terdiri dari : 

a. Daur I seluas ± 6.239 Ha dilakukan pada areal bekas tebangan 

seluas ± 2.478 Ha serta areal semak belukar ± 3.761 Ha. 

b. Daur II seluas ± 1.825 Ha dilakukan pada areal bekas 

peanenan (replanting). 

2. Jenis Karet daur 25 tahun seluas ± 1.246 Ha dilakukan pada bekas 

tebangan seluas ± 493 Ha serta areal semak belukar dan tanah 

kosong ± 753 Ha.  

3. Jenis Kelapa, aren, sukun, kemiri, kakau daur 25 tahun seluas 4.991 

Ha dilakukan pada areal bekas tebangan seluas 1.983 Ha serta areal 

semak belukar dan tanah kosong seluas 3.008 Ha. 

4. Agroforestry dengan pola jalur di areal semak belukar dan tanah 

kosong seluas 2.410 Ha yang terdiri dari tanaman hutan berkayu 

dengan jenis antara lain Karet daur 25 tahun dan Sengon daur 8 

tahun seluas 1.200 Ha (50%), tanaman tahunan berkayu atau MPTS 

dengan jenis antara lain Kelapa, Aren, Sukun, Jengkol seluas 970 

Ha (40%) dan palwija/tanaman semusim jenis Porang, Ubu Kayu, 

Padi, Jagung, Tebu, Sorgun, Rumput Gajah seluas 240 Ha (10%).  

 

b. Pemanenan/Produksi 

1. Pemanenan kayu Akasia, Sengon, Jabon, Ekaliptus, Gmelina. Balsa 

seluas 1.825 Ha dengan potensi 365.000 m3. 

2. Produksi hasil hutan kayu dari hasil penyiapan lahan dalam rangka 

penanaman seluas 4.954 Ha volume 107.455 m3. 

3. Pemanenan hasil hutan bukan kayu berupa getah karet seluas 

1.696 Ha sebesar 2.544 ton. 
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4. Pemanenan Kelapa, Aren, Sukun, Kemiri, Kakau seluas 6.785 Ha 

sebesar 64.458 ton. 

5. Pemanenan tanaman agroforestry : 

a. Pemanenan hasil hutan bukan kayu berupa Getah Karet 

sebesar 900 ton dan Sengon Sengon dengan volume volume 

24.000 m3. 

b. Pemanenan tanaman tahunan berkayu atau MPTS dengan 

jenis antara lain Kelapa, Aren, Sukun, Jengkol, Petai seluas 

970 Ha sebesar 9.215 ton. 

c. Pemanenan palawija/tanaman semusim jenis Porang, Ubi 

Kayu, Padi, Jagung, Tebu, Sorgum, Rumput Gajah seluas 240 

Ha sebesar 7.200 Ha. 

d. Pembangunan demplot agroforestry seluas 5 Ha dengan 

penanaman tanaman kehutanan berkayu antara lain Sengom, 

Karet, Balsa dan jenis MPTS antara lain Kelapa, Aren, Sukun, 

Jengkol, Petai serta tanaman semusim di bawah tegakan. 

Dokumen RKT yang tersedia meliputi : 

1. Dokumen RKT 2021 telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No.  522.110.1/11/Kpts/DK-II/2021 tanggal 

12 Januari 2021 ditandatangani oleh Kepala dinas kehutanan Provinsi Kaltim 

yaitu H. Amrullah berlaku hingga 31 Juli 2021. Kegiatan RKT 2021 merupakan 

sisa kegiatan RKT 2020 dan RKT 2021 dengan uraian sebagai berikut : 

a. Penyiapan lahan seluas 8.595,46 Ha dengan volume 195.712,33 M3 

b. Pembibitan sebanyak 11.116.113 btg dengan tanaman pokok 10.923.868 

btg, tanaman unggulan 74.645 btg dan tanaman kehidupan 117.600 btg 

c. Penanaman seluas 8.595,46 Ha, tanaman pokok seluas 8.194,95 Ha, 

tanaman kehidupan seluas 245 Ha dan  tanaman unggulan seluas 155,51 

Ha 

d. Pemeliharaan tahap berjalan seluas 8.694,27, Pemeliharaan tahap I seluas 

10 Ha, pemeliharaan tahap II seluas 88,81 Ha 

Terdapat Lampiran peta RKTUPHHK HI tahun 2021 skala 1 : 50.000.  

2. Dokumen RKTPH 2022 yang telah disahkan secara self approval melalui Surat 

Keputusan Direktur PT Swadaya Perkasa No. 14/SP/HTI/RKTPH/JKT/IV/2022 

tanggal 4 April 2022 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2022. Rencana 

kegiatan RKT 2022 sebagai berikut : 

a. Penyiapan lahan seluas 2.057 Ha dengan Volume penyiapan lahan sebesar 

5.069,47 M3 

b. Pembibitan Sengon sebanyak 387.200 btg, Karet sebanyak Karet 96.800 

btg, Kelapa 81.700 btg dan Jagung 240.000 btg. 

c. Penanaman 2.057 Ha terdiri dari LOA 917 Ha dan Tanah Kosong 1.140 Ha. 

Terdapat Lampiran peta RKTUPHHK HI tahun 2022 skala 1 : 50.000. 

3. Dokumen RKTPH Tahun 2023 yang telah disahkan secara self approval melalui 

Surat Keputusan Direktur PT Swadaya Perkasa No. 07/SP/HTI/RKTPH/JKT/I/2023 

tanggal 20 Januari 2023 dan berlaku hingga 31 Desember 2023.  

Rencana kegiatan RKT 2023 sebagai berikut : 

a. Penyiapan lahan seluas 2.075 Ha dengan volume 27.965,76 M3. 

b. Pembibitan Sengon sebanyak 97.360 btg, Karet sebanyak 97.200 btg, 

Kelapa 9.700 btg, Akasia 256.760 btg, Ekaliptus 36,680 btg dan Jagung 

240.000 btg. 

c. Penanaman 2.075 Ha terdiri dari LOA 1.403 Ha dan Tanah Kosong 672 Ha. 

Terdapat Lampiran peta RKTUPHHK-HT tahun 2023 skala 1 : 50.000. 

Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama Novita Ariani Sitorus, S.Hut No. Reg. 02160-

13/CANHUT/XX/2016 SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK 

90/BPHP.XI/PEPHP/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 dan berlaku sampai dengan 

tanggal 23 Januari 2023 yang ditunjuk oleh Manajemen PT Swadaya Perkasa untuk 
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melaksanakan tugas sebagai Ganis PHPL Canhut PT Swadaya Perkasa. Selain itu 

juga terdapat Rudi Hartono No. Reg. 01220018294 dengan No. SK. 

111122027berlaku 17 November 2022 - 01 January 2023 

2 Verifier 2.1.1.b. : Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti 

implementasinya di lapangan 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada periode Penilikan 4 terdapat Lampiran Peta RKTUPHHK-HT tahun 2021 dan 

sisa kegiatan RKT Tahun 2020 dengan skala 1 : 50.000. Lampiran Peta RKTPH 2022 

skala 1 : 50.000 dan Peta RKTPH Tahun 2023 skala 1 : 50.000. 

Peta RKT Tahun 2021 memuat areal yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung 

dengan arsiran jelas seluas 2.154 Ha terdiri dari : 

a. Lereng > 15 % seluas 46 Ha 

b. Sempadan Sungai seluas 1.050 Ha 

c. Buffer Zone Hutan Lindung seluas 103 Ha 

d. KPPN seluas 465 Ha 

e. KPSL seluas 490 Ha 

Peta lampiran RKTUPH Tahun 2022 skala 1 : 50.000 yang memuat areal yang tidak 

boleh ditebang/ kawasan lindung dengan warna merah Kawasan Lindung terdiri dari 

: 

a. Sempadan Sungai  

b. KPPN warna merah 

c. KPSL warna merah 

Peta lampiran RKTUPH Tahun 2023 skala 1 : 50.000 yang memuat areal yang tidak 

boleh ditebang/ kawasan lindung pada Peta RKT ditandai dengan warna merah 

Kawasan Lindung terdiri dari : 

a. Sempadan Sungai  

b. KPPN warna merah 

c. KPSL warna merah 

Hasil Observasi dan Verifikasi lapangan dijumpai adanya penandaan/ pemasangan 

plang pada Areal yang tidak boleh ditebang berupa : 

a. Sempadan Sugai Dumaring, terdapat arsiran  di peta RKT 2020, dan terdapat 

bukti visualisasi dokumen foto keberadaannya di lapangan pada koordinat N 

01° 23’ 07,99” dan E 118° 09’ 22,31”. 

b. Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL), terdapat arsiran di peta RKT 2019, dan 

posisinya terbukti keberadaannya di lapangan pada koordinat N 01° 19’ 16,2” 

dan E 118° 23’ 18,75” 

c. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), terdapat pewarnaan di peta RKT 

2019, sedangkan posisinya terbukti keberadaannya di lapangan pada koordinat 

N 01° 16’ 54,0” dan E 118° 22’ 09,0”. 

3 Verifier 2.1.1.c. : Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti 

di lapangan 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Terdapat peta RKTUPHHK-HT tahun 2021 dan sisa kegiatan RKT Tahun 2020 dengan 

skala 1 : 50.000 telah disahkan dengan No.  522.110.1/11/Kpts/DK-II/2021 tanggal 

12 Januari 2021, Peta RKTPH 2022 skala 1 : 50.000 yang telah disahkan secara self 

approval melalui Surat Keputusan Direktur PT Swadaya Perkasa No. 

14/SP/HTI/RKTPH/JKT/IV/2022 tanggal 4 April 2022 dan Peta RKTPH Tahun 2023 

skala 1 : 50.000 yang telah disahkan secara self approval melalui Surat Keputusan 

Direktur PT Swadaya Perkasa No. 07/SP/HTI/RKTPH/JKT/I/2023 tanggal 20 Januari 

2023. Dalam Peta tersebut telah ditandai lokasi petak tebang secara jelas. Hasil 

observasi lapangan menunjukan bahwa dijumpai adanya penandaan batas petak di 

lapangan diantaranya :  
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- Batas petak TP.V.16 dan TP V.15 RKT 2021 pada koordinat 1°21’00,1’’ N  dan 

118°04’36’’E, batas petak berup tolet merah pada pohon terlihat jelas di lapangan 

- Batas petak TP.V.03 dan TP V.04 RKT 2021 pada koordinat 1°21’27,4’’ N  dan 

118°06’45,8’’E, batas petak berupa tolet merah pada pohon terlihat jelas di 

lapangan 

- Batas petak I.PT.07 dan I PT.10 RKT 2022 pada koordinat 1°22’3,972’’ N  dan 

118°09’11,286’’E, batas petak berupa tolet merah pada pohon terlihat jelas di 

lapangan. 

- Batas petak I.T.07 dan I.PT.08 RKT 2022 pada koordinat 1°22’14,868’’ N  dan 

118°09’27,648’’E, batas petak berupa tolet merah pada pohon terlihat jelas di 

lapangan. 

 

 

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku 

1 Verifier  2.2.1.a. : Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa 

dalam proses) dengan lampiran-lampirannya 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Selama periode Penilikan 4 PT Swadaya Perkasa memiliki 2 (dua) buah dokumen RKU 

sebagai berikut : 

1. RKUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun 

Periode 2012 - 2021 yang telah disahkan dan disetujui melalui Keputusan 

Menteri Kehutanan No. SK. 52/VI-BUHT/2012 tgl. 1 Agustus 2012. Terdapat 

kelengkapan peta lampiran RKUPHHK-HTI  skala 1:50.000. Dokumen 

RKUPHHK-HTI ini tidak mengalami perubahan dengan dokumen yang 

diverifikasi pada penilikan  sebelumnya. 

2. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2022 – 2031 

PT Swadaya Perkasa telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 8874/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 31 Desember 2021.  

Berdasarkan dokumen RKUPH tersebut selama jangka waktu 10 tahun rencana 

kegiatan sbb : 

a. Penyiapan lahan dan penanaman : 

1. Jenis Akasia, Sengon, Jabon, Ekaliptus, Gmelina, Balsa daur 8 tahun 

seluas ± 8.064 Ha terdiri dari : 

a. Daur I seluas ± 6.239 Ha dilakukan pada areal bekas tebangan 

seluas ± 2.478 Ha serta areal semak belukar ± 3.761 Ha. 

b. Daur II seluas ± 1.825 Ha dilakukan pada areal bekas peanenan 

(replanting). 

2. Jenis Karet daur 25 tahun seluas ± 1.246 Ha dilakukan pada bekas 

tebangan seluas ± 493 Ha serta areal semak belukar dan tanah 

kosong ± 753 Ha.  

3. Jenis Kelapa, aren, sukun, kemiri, kakau daur 25 tahun seluas 4.991 

Ha dilakukan pada areal bekas tebangan seluas 1.983 Ha serta areal 

semak belukar dan tanah kosong 3.008 Ha. 

4. Agroforestry dengan pola jalur di areal semak belukar dan tanah 

kosong seluas 2.410 Ha yang terdiri dari tanaman hutan berkayu 

dengan jenis antara lain Karet daur 25 tahun dan Sengon daur 8 

tahun seluas 1.200 Ha (50%), tanaman tahunan berkayu atau MPTS 

dengan jenis antara lain Kelapa, Aren, Sukun, Jengkol seluas 970 Ha 

(40%) dan palwija/tanaman semusim jenis Porang, Ubu Kayu, Padi, 

Jagung, Tebu, Sorgun, Rumput Gajah seluas 240 Ha (10%).  

b. Pemanenan/Produksi 
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1. Pemanenan kayu Akasia, Sengon, Jabon, Ekaliptus, Gmelina. Balsa 

seluas 1.825 Ha dengan potensi 365.000 m3. 

2. Produksi hasil hutan kayu dari hasil penyiapan lahan dalam rangka 

penanaman seluas 4.954 Ha volume 107.455 m3. 

3. Pemanenan hasil hutan bukan kayu berupa getah karet seluas 1.696 

Ha sebesar 2.544 ton. 

4. Pemanenan Kelapa, Aren, Sukun, Kemiri, Kakau seluas 6.785 Ha 

sebesar 64.458 ton. 

5. Pemanenan tanaman agroforestry : 

a. Pemanenan hasil hutan bukan kayu berupa Getah Karet sebesar 

900 ton dan Sengon Sengon dengan volume volume 24.000 

m3. 

b. Pemanenan tanaman tahunan berkayu atau MPTS dengan jenis 

antara lain Kelapa, Aren, Sukun, Jengkol, Petai seluas 970 Ha 

sebesar 9.215 ton. 

c. Pemanenan palawija/tanaman semusim jenis Porang, Ubi Kayu, 

Padi, Jagung, Tebu, Sorgum, Rumput Gajah seluas 240 Ha 

sebesar 7.200 Ha. 

d. Pembangunan demplot agroforestry seluas 5 Ha dengan 

penanaman tanaman kehutanan berkayu antara lain Sengom, 

Karet, Balsa dan jenis MPTS antara lain Kelapa, Aren, Sukun, 

Jengkol, Petai serta tanaman semusim di bawah tegakan. 

2 Verifier 2.2.1.b. : Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan 

lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada periode Penilikan 4 PT Swadaya Perkasa memiliki dokumen RKT yang telah 

dilakukan penebangan berupa : 

1. Dokumen RKT 2021 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala 

dinas keutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.110.1/11/Kpts/DK-II/2021 

tanggal 12 Januari 2021 dan berlaku sampai dengan 31 Juli 2021. Kegiatan 

pemanfaat hutan alam pada RKT 2021 merupakan sisa kegiatan RKT 2020 dan 

RKT 2021 berupa kegiatan pemanfaatan kayu dari kegiatan penyiapan lahan 

seluas 8.595,46 Ha dengan Volume penyiapan lahan sebesar 195.712,33 M3. 

Lokasi kegiatan telah tergambarkan dalam Peta RKTUPHHK-HT tahun 2021 dan 

sisa kegiatan RKT Tahun 2020 dengan skala 1 : 50.000. Peta telah disahkan 

dengan Nomor 522.110.1/11/Kpts/DK-II/2021 tanggal 12 Januari 2021 dan 

ditandatangani oleh Kepala dinas kehutanan Provinsi Kaltim yaitu H. Amrullah. 

2. Terdapat dokumen RKTPH 2022 yang telah disahkan secara self approval melalui 

Surat Keputusan Direktur PT Swadaya Perkasa No. 

14/SP/HTI/RKTPH/JKT/IV/2022 tanggal 4 April 2022 dan berlaku sampai dengan 

31 Desember 2022. Rencana kegiatan pemanaatan kayu dalam rangka penyiapan 

lahan pada RKTPH 2022 seluas 2.057 Ha dengan Volume penyiapan lahan 

sebesar 5.069,47 M3. Lokasi kegiatan telah tergambarkan dalam Peta RKTPH 

Tahun 2022 yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT Swadaya 

Perkasa. 

Pada periode tersebut telah diproduksi kayu (sesuai dengan LHP) sebanyak 6.462 

batang atau volume sebesar 17.043,85 m3 dari lokasi yang telah disahkan, 

diantaranya pada Petak dengan batas : 

- Batas petak TP.V.16 dan TP V.15 RKT 2021 pada koordinat 1°21’00,1’’ N  dan 

118°04’36’’E, batas petak berup tolet merah pada pohon terlihat jelas di lapangan 
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- Batas petak TP.V.03 dan TP V.04 RKT 2021 pada koordinat 1°21’27,4’’ N  dan 

118°06’45,8’’E, batas petak berupa tolet merah pada pohon terlihat jelas di 

lapangan 

- Batas petak I.PT.07 dan I PT.10 RKT 2022 pada koordinat 1°22’3,972’’ N  dan 

118°09’11,286’’E, batas petak berupa tolet merah pada pohon terlihat jelas di 

lapangan. 

- Batas petak I.T.07 dan I.PT.08 RKT 2022 pada koordinat 1°22’14,868’’ N  dan 

118°09’27,648’’E, batas petak berupa tolet merah pada pohon terlihat jelas di 

lapangan. 

 

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat 

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen dimanfaatkan telah di LHP-kan 

1 Verifier 3.1.1. : Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: 
Petugas pembuat LHP pada RKT Tahun 2021 atas nama Doddy Rinata dengan No. 

Register 01371-13/PKB-R/XX/2013  sesuai SK Direktur Utama PT SWP No. 004/SP-

HTI/JKT/I/2021 tanggal 22 Januari  2021.  

Selapa periode audit terdapat terdapat Pejabat Pembuat LHP sesuai Surat 

Penempatan Ganis PH No. 112942248055 tanggal 19 April 2022 an. Doddy Rinata 

Ganis PKBR sebagai Pejabat Pembuat LHP. SK Pengangkatan sebagai petugas 

pembuat LHP untuk RKT Tahun 2021 dan sudah terupload pada website SIPUHH 

Online 

Selama periode audit bulan Juli 2021 sampai Desember 2022 (18 bulan) PT Swadaya 

Perkasa telah menerbitkan LHP sebanyak 27 buah dengan jumlah kayu bulat 

sebanyak 6.462 batang atau volume sebesar 17.043,85 m3. 

Uji petik kesesuaian fisik kayu dan dokumen dilakukan di dua lokasi : 

- Di TPn. Dari hasil uji petik yang dilakukan atas kayu bulat sebanyak 200 batang 

diketahui tidak terdapat perbedaan jenis antara fisik kayu dan dokumen LHP 

sedangkan untuk volume terdapat perbedaan volume sebesar 1,93%. 

- Di TPK Antara Dumaring Kecamatan Talisayan diketahui bahwa kondisi kayu 

bulat sudah rusak/lapuk dan tidak bisa diukur (kayu berasal dari LHP tahun 

2018). 

Dari uji petik pengecekan barcode di kayu diperoleh hasil bahwa kayu yang berada 

di TPn telah di-LHP-kan. 

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil 

hutan 

1 Verifier 3.1.2. : Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : 

a) TPK Hutan ke TPK Antara 

b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar 

TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Selama periode Penilikan 4 diketahui PT Swadaya memiliki Surat Penetapan  Lokasi 

TPn, TPK Hutan dan TPK Antara sebagai berikut : 

1. SK Direktur PT Swadaya Perkasa No. 008/SP-HTI/JKT/I/2021 tanggal 22 

Januari 2021 tentang Penetapan TPn dan TPK hutan RKTUPHHK-HTI Tahun 

2021 an. PT Swadaya Perkasa Kampung Dumarang Kecamatan Talisayan 

Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. 
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2. Terdapat SK Direktur PT Swadaya Perkasa No. 009/SP-HTI/JKT/I/2021 tanggal 

22 Januari 2021 tentang Penetapan TPK Antara /loading Point RKTUPHHK-HTI 

tahun 2021 An. PT Swadaya Perkasa Kampung Dumaring kecamatan Talisayan 

dan Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau Provinsi 

Kalimantan Timur. 

3. SK Direktur PT Swadaya Perkasa No. 020/SP-HTI/SK/JKT/IV/2022 tanggal 7 

April 2022 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) dan Tempat 

Penimbuanan Kayu (TPK Hutan) RKTPH Tahun 2022 An. PT Swadaya Perkasa 

Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan timur. 

4. SK Direktur PT Swadaya Perkasa No. 005/SP-HTI/JKT/I/2022 tanggal 12 

Januari 2022 tentang Penetapan TPK Antara /loading Point PBPH-HT Tahun 

2022 An. PT Swadaya Perkasa Kampung Dumarang kecamatan Talisayan dan 

Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau Provinsi 

Kalimantan Timur. 

5. SK Direktur PT Swadaya Perkasa No. 005/SP-HTI/JKT/I/2023 tanggal 12 

Januari 2023 tentang Penetapan TPK Antara /loading Point PBPH-HT Tahun 

2023 An. PT Swadaya Perkasa Kampung Dumaring kecamatan Talisayan dan 

Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau Provinsi 

Kalimantan Timur. 

Surat Penunjukan dan penempatan Ganis PH sebagai penerbit SKSHHK sebagai 

berikut : 

6. Terdapat penunjukkan Ganis PHPL PKB sebagai P2SKSHHK-Hutan atas yuni 

Rachmadillah dengan Register No. 0048-11/PKB-R/XX/2010 dan SK Direktur 

Utama PT SWP No. 005/SP-HTI/JKT/I/2021 tanggal  22 Januari 2021 

7. Terdapat penunjukkan Ganis PHPL PKB sebagai P2SKSHHK-lanjutan atas yuni 

Rachmadillah dengan Register No. 0048-11/PKB-R/XX/2010 dan SK Direktur 

Utama PT SWP No. 006/SP-HTI/JKT/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 

8. Terdapat penunjukkan Ganis PHPL PKB sebagai P2SKSHHK-lanjutan atas 

Doddy Rinata dengan Register No. 01381-13/PKB-R/XX/2013 dan SK Direktur 

Utama PT SWP No. 010/SP-HTI/JKT/II/2021 tanggal 16 Februari 2021. 

9. Terdapat penunjukkan Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Penerima Kayu Bulat 

di TPK Antara (Petugas Penerima Kayu Bulat) RKTUPHHK-HTI 2020 An. PT 

Swadaya Perkasa Provinsi Kalimantan Timur atas nama Doddy Rinata dengan 

Register No. 01381-13/PKB-R/XX/2013 dan SK Direktur Utama PT SWP No. 

007/SP-HTI/JKT/I/2021 tanggal  22 Januari 2021. 

10. Surat Penempatan Ganis PH No. 114152724416 tanggal 19 April 2022 an. Yuni 

Rachmadillah Ganis PKBR sebagai Pejabat Penerbit SKSHHK  

11. Surat Penempatan Ganis PH No. 111219422838 tanggal 19 April 2022 an. Yuni 

Rachmadillah Ganis PKBR sebagai Pejabat Penerbit SKSHHK Lanjutan 

12. Surat Penempatan Ganis PH No. 111770038687 tanggal 19 April 2022 an. 

Donny Rinata Ganis PKBR sebagai Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu 

Bulat (P3KB)  

Selama periode audit (bulan Juli 2021 – Desember 2022) penerbitan SKSHHK yang 

dilakukan oleh PT Swadaya Perkasa adalah sebagai berikut : 

a. Tahun 2021 (Juli – Desember) 

13. Dari TPK Hutan ke Perusahaan lain (bukan PT Swadaya Perkasa) berjumlah 

115 set untuk pengangkutan kayu bulat sebanyak 1.606 batang dengan 

volume 2.377,53 m3. 

14. Dari TPK Hutan ke TPK Antara Tembudan berjumlah 514 set untuk 

pengangkutan kayu bulat sebanyak 7.849 batang dengan volume 25.866,21 

m3. 

15. Dari TPK Antara Tembudan ke Industri berjumlah 61 set untuk 

pengangkutan kayu bulat sebanyak 9.915 batang dengan volume 36.771,17 

m3. 

b. Tahun 2022 (Januari – Desember) 
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16. Dari TPK Hutan ke TPK Antara Tembudan berjumlah 193 set untuk 

pengangkutan kayu bulat sebanyak 1.736 batang dengan volume 3.976,10 

m3. 

17. Dari TPK Antara Tembudan ke Industri berjumlah 79 set untuk 

pengangkutan kayu bulat sebanyak 1.213 batang dengan volume 3.501,06 
m3. 

Hasil uji Kesesuaian dokumen SKSHHK dengan LMKB menunjukan terdapat 

kesesuaian antara dokumen LMKB dengan dokumen SKSHHK. 

 

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA 

1 Verifier 3.1.3.a. : Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat  dari pemegang IUPHHK-HA bisa 

dilacak balak 

Nilai : Tidak Diterpkan (N/A) 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Swadaya Perkasa merupakan pemegang Izin IUPHHK-HTI sesuai dengan  

Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 592/MENHUT-II/2011 tanggal 11 Oktober 2011 

tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri 

kepada PT Swadaya Perkasa atas areal Hutan Produksi seluas ± 17.925 Hektar di 

Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur sehingga verifier ini tidak diterapkan. 

2 Verifier 3.1.3.b. : Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin 

Nilai : Tidak Diterapkan (N/A) 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Swadaya Perkasa merupakan pemegang Izin PBPH-HP sesuai dengan  Keputusan 

Menteri Kehutanan No. SK. 592/MENHUT-II/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang 

Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri kepada 

PT Swadaya Perkasa atas areal Hutan Produksi seluas ± 17.925 Hektar di Kabupaten 

Berau Provinsi Kalimantan Timur sehingga verifier ini tidak diterapkan. 

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 

1 Verifier 3.1.4. : Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip 

FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Selama periode audit (bulan Juli 2021 – Desember 2022) terdapat arsip  SKSHHK 

yang dilakukan oleh PT Swadaya Perkasa adalah sebagai berikut : 

a. Tahun 2021 (Juli – Desember) 

18. Dari TPK Hutan ke Perusahaan lain (bukan PT Swadaya Perkasa) berjumlah 

115 set untuk pengangkutan kayu bulat sebanyak 1.606 batang dengan 

volume 2.377,53 m3. 

19. Dari TPK Hutan ke TPK Antara Tembudan berjumlah 514 set untuk 

pengangkutan kayu bulat sebanyak 7.849 batang dengan volume 25.866,21 

m3. 

20. Dari TPK Antara Tembudan ke Industri berjumlah 61 set untuk pengangkutan 

kayu bulat sebanyak 9.915 batang dengan volume 36.771,17 m3. 

b. Tahun 2022 (Januari – Desember) 

21. Dari TPK Hutan ke TPK Antara Tembudan berjumlah 193 set untuk 

pengangkutan kayu bulat sebanyak 1.736 batang dengan volume 3.976,10 

m3. 

22. Dari TPK Antara Tembudan ke Industri berjumlah 79 set untuk pengangkutan 

kayu bulat sebanyak 1.213 batang dengan volume 3.501,06 m3. 
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Petugas Penerima Kayu Bulat di TPK Antara (Petugas Penerima Kayu Bulat) yaitu 

Doddy Rinata dengan Register No. 01381-13/PKB-R/XX/2013 dan SK Direktur Utama 

PT SWP No. 007/SP-HTI/JKT/I/2021 tanggal  22 Januari 2021. 

 

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Povisi Sumber 

Daya Hutan (PSDH). 

1 Verifier 3.2.1.a. : Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 PHPL PT Swadaya Perkasa dapat diverifikasi 

bahwa SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP untuk periode Juli 2021 hingga 

Desember 2022 baik dari kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban PSDH dan DR diterbitkan melalui sistem 

SI PNBP sebagai berikut : 

- PSDH atas kayu bulat sebanyak 17.043,85 m3 senilai Rp1.506.664.140,00  

- DR atas kayu bulat sebanyak 17.043,85 m3 senilai US$ 270.259,57 sesuai LHP 

yang diterbitkan. 

2 Verifier 3.2.1.b. : Bukti setor DR dan atau PSDH 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Swadaya Perkasa telah melakukan pembayaran DR dan PSDH atas LHP untuk 

periode Juli 2021 hingga Desember 2022, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan 

melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan 

Negara (BPN) dari SIPNBP serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada 

rekening yang benar sesuai ketentuan.  Adapun total pembayaran SPP/ Rincian 

Pembuatan Tagihan PSDH dan DR sesuai dengan kode billing yang diterbitkan yaitu :  

- PSDH atas kayu bulat sebanyak 17.043,85 m3 senilai Rp1.506.664.140,00  

- DR atas kayu bulat sebanyak 17.043,85 m3 senilai US$ 270.259,57 sesuai LHP 

yang diterbitkan. 

Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Swadaya Perkasa, diverifikasi bahwa 

seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status “lunas” 

sampai pada saat audit dilaksanakan. 

3 Verifier 3.2.1.c. : Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan 

lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu 

hutan tanaman. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan SPP DR dan PSDH serta bukti pembayaran DR dan PSDH telah sesuai 

dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku yaitu : 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 

2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang 

berlaku pada Kementerian Kehutanan. 

2. PermenLHK No.  P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 

2017 tentang Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi 

sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan. 

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.  

71/MENLHK/SETJEN/PHL.3/8/2016 tentang Tata cara Pengenaan, pemungutan 

dan Penyorotan Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, 

Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Hasil  Pemanfaatan Hutan. 
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Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang 

Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) 

1 Verifier 3.3.1. : Dokumen PKAPT 

Nilai : Tidak Diterapkan (N/A) 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Dokumen PKAPT sudah tiidak diberlakukan lagi sesuai dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan dan Peridustrian No. 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang 

Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/ 

KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera 

Indonesia dan memiliki izin yang sah 

1 Verifier 3.3.2. : Dokumen yang menunjukkan identitas kapal 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan hasil telaah dokumen kapal (Surat Persetujuan Berlayar) diketahui bahwa 

seluruh pengangkutan kayu dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera 

Indonesia pada kapal berikut : 

No NAMA KAPAL TGL 

1 TB. MITRA SAMUDERA / TK. MITRA 2 12/08/21 

2 TB. KENCANA MAKMUR / TK. ADIPUTRA PASIFIC 29-11-21 

3 TB. ARMADA KALTIM 05 / TK. ABUNAWAS VI 22-11-21 

4 TB. ATLANTIC STAR 26 / TK. LABANAN 8 19-11-21 

5 TB. ATLANTIC STAR 26 / TK. LABANAN 8 19-11-21 

6 TB. DANNY 5 / TKG. DANNY III 11/03/21 

7 TB. PULMAN 01 / TKG. SOLUNA 9 10/12/21 

8 TB. PRASETYA 3 / TKG. PRASETYA 17 29-09-21 

9 TB. ADYA PERKASA / TK. ADIYA PERKASA EKS SOZO 2301 27-09-21 

10 TB. ADYA PERKASA / TK. ADIYA PERKASA EKS SOZO 2301 22-09-21 

11 TB. ARMADA KALTIM 05 / TK. ABUNAWAS VI 25-08-21 

12 TB. PRIMA BAHARI V / TK. PRIMA BAHARI XIII 26-07-21 

13 TB. PUMA 11 / TK. PUMA 77 07/07/21 

14 TB Atlantic Star 7 / TK SMS 2102 29-01-22 

15 TB Atlantic Star 27 / TK Laban 7 19-01-23 

16 TB Atlantic Star 27 / TK Laban 7 19-01-23 

. 

 

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal 

1 Verifier 3.4.1. : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Swadaya Perkasa telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan 

sistem SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana operasional SIPUHH di 

Basecamp PT Swadaya Perkasa. Di samping itu PT Swadaya Perkasa memiliki 

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Sertifikat PHPL Nomor 

028.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh 

LVLK PT Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL PT Swadaya Perkasa berpredikat 
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SEDANG dan berlaku dari tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 

Agustus 2023. 

Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu 

dan dokumen SKSHHK bertuliskan “028.SPHPL.019-IDN.” 

 

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan 

yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya 

 

1 Verifier 4.1.1. : Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan verifikasi dokumen terkait AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RPL-RPL, maka 

diketahui bahwa PT Swadaya Perkasa telah memiliki dokumen lingkungan. PT 

Swadaya Perkasa memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL terdiri atas Studi 

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan 

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh Tim Komisi 

AMDAL Provinsi Kalimantan Timur dan telah disahkan melalui SK Gubernur Provinsi 

Kalimantan Timur No. 660.1/K.237/2010 tanggal 26 April 2010. Studi lingkungan 

telah mencakup seluruh areal kerja PT Swadaya Perkasa dengan luas studi seluas ± 

24.850 Ha sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia 

No.S.429/MENHUT-VI/2009 29 Mei 2009 dan proses penyusunan dokumen AMDAL 

telah sesuai ketentuan yang berlaku. 

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan 

penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. 

1 Verifier 4.1.2.a. : Dokumen RKL dan RPL 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Swadaya Perkasa memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan 

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu pada dokumen 

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disahkan. 

Dapat diverifikasi keberadaan dokumen RKL dan RPL merupakan bagian dari 

dokumen AMDAL mengacu kepada dokumen Andal yang telah disetujui oleh Tim 

Komisi AMDAL Provinsi Kalimantan Timur dan telah disahkan melalui SK Gubernur 

Provinsi Kalimantan Timur No. 660.1/K.237/2010 tanggal 26 April 2010. Studi 

lingkungan telah mencakup seluruh areal kerja PT Swadaya Perkasa dengan luas 

studi seluas ± 24.850 Ha sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia 

No.S.429/MENHUT-VI/2009 29 Mei 2009 dan proses penyusunan dokumen AMDAL 

telah sesuai ketentuan yang berlaku 

Terdapat matrik Rencana Penglolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan 

Lingkungan Hidup pada dokumen RKL dan RPL yang dijadikan pedoman dalam 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan di PT Swadaya Perkasa. Berdasarkan telaah 

terhadap dokumen laporan pelaksanaan RKL-RPL PT Swadaya Perkasa diverifikasi 

pelaksanaan RKL-RPL telah mencakup tindakan pengelolaan lingkungan baik dampak 

penting fisik-kimia, biologi, dan sosial budaya. 

2 Verifier 4.1.2.b. : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, 

biologi dan sosial 

Nilai : Memenuhi 
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Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Swadaya Perkasa telah membuat Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan 

Lingkungan (RKL-RPL) setiap tahun yang terbagi manjadi 2 (dua) laporan semester, 

yaitu Laporan Semester II tahun 2021 (Juli – Desember 2021) dan Laporan Semester 

I Tahun 2022 (Januari – Juni 2022) serta Semester II tahun 2022 (Juli – Desember 

2022), yang disampaikan kepada Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Berau. 

Tersedia Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL pada periode audit yaitu : 

a. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk periode Semester II Tahun 2021, 

disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau. 

b. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk periode Semester I Tahun 2022, 

disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau 

tanggal 01 Juli 2022 dengan No. Surat 012/SM-SP/VI/2022. 

c. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk periode Semester II Tahun 2022, 

disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau 

tanggal 09 Januari 2023 dengan No. Surat 01/SM-SP/I/2023. 

Terdapat dokumentasi bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh 

PT Swadaya Perkasa selama periode Penilikan 4 seperti penandaan kawasan lindung 

sempadan sungai, pengamatan curah hujan, pemasangan rambu-rambu peringatan 

dan himbauan. 

 

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3 

1 Verifier 5.1.1.a. : Pedoman/prosedur K3 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Swadaya Perkasa telah memiliki Prosedur K3 dalam bentuk SOP yang berkaitan 

dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja antara lain :  

1. SOP Penanganan Darurat No. SPO-PRN-027 

2. SOP Penanganan Kecelakaan No. SPO-PRN-028 

3. SOP Pemulihan Keadaan Darurat No. SPO-PRN-029 

4. SOP Konsultasi dan Komunikasi K3 No. SPO-PRN-031 

Pada Tahun 2002 terdapat SOP baru sebagai berikut : 

1. SOP Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. 

PK/FP/K3-001 

2. SOP Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko No. PK/FP/K3-002  

3. SOP Peraturan Perundangan dan Persyaratan K3 Lainnya No. PK/FP/K3-003 

4. SOP Pelaporan dan Penyelidikan Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja No. No. 

PK/FP/K3-004 

5. SOP Pelaporan Sumber Bahaya dan Penanganan Masalah K3 No. PK/FP/K3-005 

6. SOP Penanganan Tanggap Darurat No. PK/FP/K3-006 

7. SOP Pokok Pokok Tindakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja No. 

PK/FP/K3-007 

8. SOP Manajemen Alat Perlindungan Diri No. PK/FP/K3-008 

Terdapat Personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas K3 dibuktikan dengan 

adanya penunjukan melalui SK. Direktur No. 016a/SP-HTI/DIR-SK/JKT/VI/2019 tanggal 

18 Juni 2019 dengan Penanggungjawab Program K3 atas nama  Sutono 

Adapun susunan Struktur Organisasi K3 pada PT Swadaya Perkasa adalah sebagai 

berikut : 

1. Penanggungjawab Program K3 : Sutono 

2. Koordinator Program K3  : Ikhdiman Malik 

3. Perencanaan/ Pengawas K3  : Dwi Anugrahadi 

4. Koordinator Lapangan  : Budhi Prasetyo 
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5. Logistik dan Peralatan  : Saudin Purba 

Tahun 2022 susunan Struktur Organisasi K3 pada PT Swadaya Perkasa adalah sebagai 

berikut : 

1. Penanggungjawab Program K3 : Wasis Prawiro Setiawan 

2. Koordinator Program K3  : Purwanto 

3. Perencanaan/ Pengawas K3  : Yoga Eko 

4. Koordinator Lapangan  : Rudi Hartono 

5. Logistik dan Peralatan  : Mujiono 

2 Verifier 5.1.1.b. : Ketersediaan Peralatan K3 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Terdapat Daftar Peralatan K3 yang dibuat pada 16 Januari 2023 yang dibuat oleh Yoga 

Eko Prasetyom, diketahui oleh KTU (Darma Putra) dan oleh Askep Foret Protection 

(Purwanto) sebagai berikut : 

No Peralatan Jumlah Satuan Kondisi 

1 Helm 20 Pcs Baik 

2 Sarung Tangan Karet 6 Pasang Baik 

3 Sarung Tangan Biasa 20 Pasang Baik 

4 Sepatu Boots 8 Pasang Baik 

5 Sepatu Rubber 6 Pasang Baik 

6 Sepatu PDL 1 Pasang Baik 

7 Masker 10 Box Baik 

8 Kacamata 10 Pcs Baik 

9 Kacamata Las 2 Pcs Baik 

10 Baju Damkar 6 Pcs Baik 

11 Wearpack 3 Pcs Baik 

12 Teropong 2 Pcs Baik 

13 Headlamp 5 Pcs Baik 

14 Tabung Apar 6 Pcs Baik 

15 Kotak P3K 6 Pcs Baik 

16 Kotak P3K Besar 5 Pcs Baik 

17 Rompi 20 Pcs Baik 

18 Senter 5 Pcs Baik 

. 

3 Verifier 5.1.1.c. : Catatan Kecelakaan Kerja 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Terdapat dokumen Laporan Kecelakaan Kerja Periode Januari – Desember 2021 yang 

dibuat oleh Mulyadi  diketahui oleh Koordinator Program K3 (Syarifuddin) dan ditanda 

tangani oleh Manajer Operasional (Yudi Dwi Cahyono) pada 5 Januari 2022. 

Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa pada periode Januari – Desember 

2021 di lingkungan PBPH PT Swadaya Perkasa tidak terdapat kejadian kecelakaan kerj 

(Nihil). 

Terdapat dokumen Laporan Kecelakaan Kerja Periode Januari – Desember 2022 yang 

dibuat oleh Yugo Eko Presetyo diketahui oleh Koordinator Program K3 (Purwanto) dan 

ditanda tangani oleh Manajer Site (Wasis Prawiro Setiawan) pada 16 Januari 2023. 

Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa pada periode Januari – Desember 

2022 di lingkungan PBPH PT Swadaya Perkasa tidak terdapat kejadian kecelakaan kerj 

(Nihil). 
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Indikator 5.2.1. :  Kebebasan berserikat bagi pekerja 

1 Verifier 

5.2.1. 

: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau 

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan verifikasi dokumen terkait kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk 

membentuk atau terlibat kegiatan serikat pekerja, maka sesuai dengan penjelasan Camp 

Manager telah diketahui bahwa PT Swadaya Perkasa masih belum terbentuk/tidak terdapat 

serikat pekerja, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan 

berkumpul bagi karyawan.   

PT Swadaya Perkasa telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berorganisasi 

(berserikat/  berkumpul bagi karyawan). Secara tertulis hal tersebut tercantum dalam dokumen 

kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat 

pekerja melaluai Surat Pernyataan Direktur No. 001.c/SP-HTI/JKT/V/2018 tanggal 08 8 Mei 2018 

Hasil wawancara dengan karyawan PT Swadaya Perkasa, diketahui bahwa terdapat pengetahuan 

tentang kebebasan berserikat dari karyawan namun saat ini karyawan masih belum membentuk 

serikat pekerja dilingkungan mereka. 

Indikator 5.2.2. :  Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang 

mengatur hak-hak pekerja 

1 Verifier 5.2.2. : Ketersediaan dokumen KKB atau PP 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Swadaya Perkasa memiliki Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan 

kewajiban karyawan. PP PT Swadaya Perkasa telah mendapatkan Pengesahan melalui 

SK Kepala Dinas Tenaga Kerja  dan Transmigrasi Kabupaten Berau Drs.Zulfahmi,M.Pd 

NIP 196510121995121003 dengan SK  No. KEP.560/020.4.KSK tanggal 12 Juli 2021 

tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Swadaya Perkasa. 

PP berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak disahkan. 

Dalam Dokumen Peraturan Perusahaan telah mengatur hak-hak karyawan yaitu berisi 

: 

BAB I  Ketentuan Umum 

BAB II  Hubungan Kerja 

BAB III  Tata Tertib Perusahaan 

BAB IV  Penilaian Prestasi Kerja, Rotasi, Promosi dan Demosi 

BAB V  Waktu Kerja dan Waktu Kerja Lembur 

BAB VI  Waktu Istirahat kerja, istirahat periodic, cuti tahunan dan Izin Resmi 

BAB VII  Pengupahan dan Fasilitas 

BAB VIII  Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Karyawan 

BAB IX  Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan 

BAB X  Program Pengembangan Karyawan 

BAB XI  Pemutusan Hubungan Kerja 

BAB XII  Penyelesaian Perbedaan Pendapat dan Keluh Kesah 

BAB XIII  Masa Berlaku, Perubahan dan Ketentuan Tambahan Peraturan 

Perusahaan 

BAB XIV Penutup 

 

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)  

1 Verifier 5.2.3. : Pekerja yang masih di bawah umur 

Nilai : Memenuhi 
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Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan Daftar Karyawan PT Swadaya Perkasa bulan Desember 2022 diketahui 

bahwa jumlah karyawan sebanyak 19 orang. Dari jumlah tersebut tidak terdapat 

karyawan di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Febriyanti lahir di Balemtuma 

pada 11 Desember 1999 (saat Penilikan 4 berlangsung berumur 23 tahun) bekerja 

sebagai Asisten HRD dan GA. 
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2. TOTAL NILAI INDIKATOR PHL 

No. Indikator 
Nilai Kinerja 

Indikator 

Nilai Kematangan/ 

Bobot Indikator 

Nilai Kinerja Maksimal 

Indikator 

1. 1.1 Baik 3 3 

2. 1.2 Baik 3 3 

3. 1.3 Sedang 2 3 

4. 1.4 Sedang 2 3 

5. 2.1 Sedang 2 3 

6. 2.2 Sedang 2 3 

7. 2.3 Sedang 2 3 

8. 2.4 Sedang 2 3 

9. 2.5 Baik 3 3 

10. 2.6 Buruk 1 3 

11. 3.1 Sedang 2 3 

12. 3.2 Sedang 2 3 

13. 3.3 Sedang 2 3 

14. 3.4 Baik 3 3 

15. 3.5 Sedang 2 3 

16. 3.6 Sedang 2 3 

17. 4.1 Sedang 2 3 

18. 4.2 Sedang 2 3 

19. 4.3 Sedang 2 3 

20. 4.4 Sedang 2 3 

21. 4.5 Sedang 2 3 

JUMLAH 45 63 

 

TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR 

 

45 / 63 x 100 % = 71,43 % 

Tidak terdapat verifier Dominan bernilai Buruk 
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